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ABSTRAK 

 Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana 
pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Maksud 
disusunnya Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat 
dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan 
pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun  2024 serta sebagai wujud 
akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun 
berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintahan. Adapun sasaran strategis yang ada pada Dinas Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ada 3 
(tiga) yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara 
inklusif dan berkeadilan gender dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Persentase 
desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan dan Persentase PD yang minimal 30% 
kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG). Kedua adalah 
Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai 
Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu 
Total Fertility Rate (TFR), Contraceptive Prevalency Rate (CPR), dan Persentase Usia 
Kawin Pertama dibawah 20 Tahun. Ketiga adalah Mewujudkan Layanan Komprehensif 
untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 
dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu Persentase Kasus Kekerasan terhadap 
Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif, Persentase Kasus Anak dalam Situasi 
Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif, dan Tingkat Kematangan Layanan sesuai 
Standar SPBE. Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan telah 
mencapai 9,55% dari target 8%, Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi 
dokumen Analisa Responsif Gender (ARG) telah mencapai 30,43% dari target 25% yang 
ditetapkan, Total Fertility Rate (TFR) telah mencapai 1,94 kelahiran dari target 1,9-2 
kelahiran, Contraceptive Prevalency Rate (CPR) sebesar 67,78% dari target 70-76%, 
Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun sebesar 9,27% dari target 12,15%, 
Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif 
telah mencapai 100% dari target 100%, Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang 
Mendapat Layanan Komprehensif telah mencapai 100% dari target 100% dan Tingkat 
Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE mencapai level 2 dari target level 2. Pada 
tahun 2024, anggaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebesar Rp. 25.785.394.977,- yang direalisasikan 
sebesar Rp. 24.080.429.111,06,- atau 93,39%. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya 

sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. 

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan 

pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Dinas Keluarga Berencana,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana,  Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami  menyampaikan 

terima  kasih  dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.      

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang 

keberhasilan pelaksanaan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna Oleh sebab 

itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini bermanfaat dan

 dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Akhirnya 

semoga  dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gresik,      Januari 2025 

Kepala Dinas KB, PP dan PA 

Kabupaten Gresik 

 

 

 

dr. TITIK ERNAWATI, M.H. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19760903 200701 2 010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai 

fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas 

penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai 

rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyusunan 

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan 

perundangan sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan 

pertanggungjawaban anggaran; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 
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6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di 

lingkungan Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

Penyusunan laporan kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan 

pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan 

Pelaksanaan Kinerja tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan 

Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan 

gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan 

/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta 

sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian 

kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  
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Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan  informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan 

evaluasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024; 

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 

2024; 

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik / saran diharapkan menjadi bahan acuan 

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik di 

tahun selanjutnya serta masa yang akan datang; 

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 

dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat 

dipertanggungjawabkan). 

C. GAMBARAN UMUM DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 

2024 

1. Kedudukan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik  

Kedudukan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 

Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan 

Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Kedudukan Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 

sebagai berikut: 

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di 

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.  
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2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

2. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 

Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi 

kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi 

dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh 

KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan 

pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; 

e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 
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f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB; 

g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan 

kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Struktur kelembagaan atau Organisasi Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 

sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja 

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Gresik, terdiri dari:   

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Subbagian Keuangan; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

4. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

7. UPTD P2TP2A; dan 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Personil / Pegawai 

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, 

sesuai dengan analisa jabatan dan berkompetensi. Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 



LAPORAN KINERJA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024  

 

Akuntabilitas Kinerja      6 

 

Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) 

sebanyak 23 (dua puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Pegawai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 

No Pangkat / Golongan Ruang Jumlah 

1. Juru Muda (I/a) 0 

2. Juru Muda Tingkat I (I/b) 0 

3. Juru (I/c) 0 

4. Juru Tingkat I (I/d) 0 

5. Pengatur Muda (II/a) 0 

6. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 0 

7. Pengatur (II/c)  0 

8. Pengatur Tingkat I (II/d)  1 

9. Penata Muda (III/a) 5 

10. Penata Muda Tingkat I (III/b) 0 

11. Penata (III/c) 1 

12. Penata Tingkat I (III/d) 6 

13. Pembina (IV/a) 8 

14. Pembina Tingkat I (IV/b) 1 

15. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 

16. Pembina Utama Madya (IV/d) 0 

17. Pembina Utama (IV/e) 0 

 JUMLAH 23 
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Tabel 1.2 

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak  

Kabupaten Gresik  

No. 
Sarana dan Prasarana 

Yang Digunakan 
Jumlah 

1. Ruang Kerja 15 

2. Meja/Kursi Kerja 50 

3. Komputer  40 

4. Kendaraan Operasional Roda 4 9 

5. Kendaraan Operasional Roda 2 106 

 JUMLAH 220 

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Gresik menempati lahan seluas 750 m² yang terletak di Jl. Dr. 

Wahidin Sudiro Husodo Nomor 241. 

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 

2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Personil Perangkat Daerah 

serta Sistematika Penyusunan. 

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

Menjelaskan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang 

mendasarkan pada dokumen perencanaan. 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 

2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: pembandingan 

antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; pembandingan capaian kinerja 

tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Gresik Tahun 2021-2026; Analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala 

dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil 

serta penyajian realisasi anggaran. 

BAB IV. PENUTUP 

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Gresik Tahun 2024 dan upaya / langkah di masa mendatang yang akan 

dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.



LAPORAN KINERJA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024  

 

Akuntabilitas Kinerja           9 

 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja 

tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini 

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dikelolanya.  

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka 

Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, 

percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih 

diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-

program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta 

menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, 

penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan 

sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta dokumen 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja 

tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 

2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur 

dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi 

dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk mencapainya 

dalam Tahun 2024.  
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Visi tersebut merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk 

melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati 

terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu:  

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing 

dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.” 

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta 

dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan 

misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah :  

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta 

mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif      

2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa 

dan Menata kota   

3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan 

antar wilayah   

4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan 

Berakhlakul Karimah   

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan 

kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat 

Gresik 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,  

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 

2024 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET 

1. 

Meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas pelayanan 

dasar secara inklusif dan 

berkeadilan gender 

Persentase desa yang telah 
mengakomodasi usulan 
perempuan 

8% 

Persentase PD yang 
minimal 30% kegiatannya 
dilengkapi dokumen Analisa 
Responsif Gender (ARG) 

25% 

2. 

Peningkatan Peran dan 

Fungsi Keluarga dalam 

Pembangunan Daerah, 

Inisiasi Nilai-Nilai Luhur 

Budaya Gresik dan 

Pembinaan Karakter 

Total Fertility Rate (TFR) 1,9-2 
Kelahiran 

Contraceptive Prevalency 
Rate (CPR) 

70-76% 

Persentase Usia Kawin 
Pertama dibawah 20 Tahun 

12,15% 

3. 

Mewujudkan Layanan 

Komprehensif untuk Kasus 

Kekerasan Berbasis 

Gender dan Anak Yang 

Memerlukan Perlindungan 

Khusus 

Persentase Kasus 
Kekerasan terhadap 
Perempuan yang Mendapat 
Layanan Komprehensif 

100% 

Persentase Kasus Anak 
dalam Situasi Khusus yang 
Mendapat 
Layanan Komprehensif 

100% 

Tingkat Kematangan 
Layanan sesuai Standar 
SPBE 

Level 2 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 

2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang 

termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Perjanjian Kinerja,  Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi 

capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2024. 

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2024.   

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja 

sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat 

kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada 

Tabel 3.1 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 

2. 76% ≤ 90% Tinggi 

3. 66% ≤ 75% Sedang 

4. 51% ≤ 65% Rendah 

5. ≤ 50% Sangat Rendah 

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 

2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

TARGET 
REALI-
SASI 

CAPAI-
AN 

NILAI 

1. 

Meningkatkan 

kualitas dan 

aksesibilitas 

pelayanan 

dasar secara 

inklusif dan 

berkeadilan 

gender 

Persentase 
desa yang 
telah 
mengakomo-
dasi usulan 
perempuan 

8% 9,55% 119% ST 

Persentase PD 
yang minimal 
30% 
kegiatannya 
dilengkapi 
dokumen 
Analisa 
Responsif 
Gender (ARG) 

25% 30,43% 122% ST 

2. 

Peningkatan 

Peran dan 

Fungsi 

Keluarga dalam 

Pembangunan 

Daerah, Inisiasi 

Nilai-Nilai Luhur 

Total Fertility 
Rate (TFR) 

1,9-2 

1,94 
Kelahiran 

(Th. 
2023) 

ST 

Contraceptive 
Prevalency 
Rate (CPR) 

70-76 67,78% 97% ST 

Persentase 
Usia Kawin 
Pertama 

12,15% 9,27% 131% ST 

Lenovo
Typewritten text
100%
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

TARGET 
REALI-
SASI 

CAPAI-
AN 

NILAI 

Budaya Gresik 

dan Pembinaan 

Karakter 

dibawah 20 
Tahun 

3. 

Mewujudkan 

Layanan 

Komprehensif 

untuk Kasus 

Kekerasan 

Berbasis 

Gender dan 

Anak Yang 

Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus 

Persentase 
Kasus 
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan 
yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 100% 100% ST 

Persentase 
Kasus Anak 
dalam Situasi 
Khusus yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 100% 100% ST 

Tingkat 
Kematangan 
Layanan 
sesuai Standar 
SPBE 

Level 2 Level 2 100% ST 

 

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala 

mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan 

sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. Oleh karena itu Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sangat berkepentingan 

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat 

dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi. 

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada 

akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan 

keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan 
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regulasi. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang didalamnya terdapat bidang-bidang dan upt sebagai pelaksana program 

dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat 

dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program 

dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.  

Pengukuran kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2024 

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran 

kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna 

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja 

sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 

(delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis 

tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga)  sasaran strategis Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Gresik tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara 

inklusif dan berkeadilan gender; 

2. Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, 

Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter;  

3. Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis 

Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus. 

 

SASARAN STRATEGIS 
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Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan:  

1. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan;  

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan 

Kesehatan;  

3. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada 

Penanggulangan Kemiskinan. 

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian 

sasaran strategis, 8 (delapan) indikator tersebut adalah sebagai berikut:  

➢ Indikator yang pertama yaitu Persentase desa yang telah 

mengakomodasi usulan perempuan. Upaya membangun kemandirian 

desa dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan nasional tentu 

tidak dapat dipisah dari partisipasi masyarakat. Menurut UU Desa, forum 

dan ruang bagi partisipasi telah dibuka lebar dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan musyawarah 

desa. Melalui Musrenbangdes, perempuan dapat ikut serta mengajukan 

usulan pembangunan desa, dan menjadi masukan bagi unit pemerintah 

di atasnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah (RPJMD-kabupaten/kota) dan RPJMN (nasional).  

Merujuk pada penjelasan tersebut, diperoleh hasil perhitungan 

persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan tahun 

2023 sebesar 6,74% yaitu sebanyak 24 desa dari total 356 desa yang 

ada di kabupaten gresik kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 

9,55% yaitu sebanyak 34 desa dari total 356 desa yang ada di 

kabupaten gresik dengan target awal yaitu sebesar 8% desa yang telah 

mengakomodasi usulan perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 

3.3 dan grafik 3.1 berikut. 
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Tabel 3.3 

Jumlah Desa yang telah Mengakomodasi Usulan Perempuan 

NO KECAMATAN JUMLAH DESA TAHUN 2023 TAHUN 2024 

1. Dukun 26 1 1 

2. Balongpanggang 25 3 3 

3. Panceng 14 4 14 

4. Benjeng 23 0 0 
5. Duduksampeyan 23 0 1 

6. Wringinanom 16 0 4 

7. Ujungpangkah 13 3 0 
8. Kedamean 15 0 0 
9. Sidayu 21 0 0 
10. Manyar 23 0 2 
11. Cerme 25 2 3 

12. Bungah 22 2 2 

13. Menganti 22 0 0 
14. Kebomas 21 0 0 
15. Driyorejo 16 5 0 
16. Gresik 21 2 2 

17. Sangkapura 17 1 1 

18. Tambak 13 1 1 

 Jumlah 356 24 34 

 

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diketahui bahwa kecamatan 

yang sudah mengakomodasi usulan perempuan melalui musrenbang 

tahun 2024 yaitu Kecamatan Dukun sebanyak 1 desa, Balongpanggang 

sebanyak 3 desa, Panceng sebanyak 14 desa, Duduksampeyan 

sebanyak 1 desa, Wrinignanom sebanyak 4 desa, Manyar sebanyak 2 

desa, Cerme sebanyak 3 desa, Bungah sebanyak 2 desa, Gresik 

sebanyak 2 desa, Sangkapura sebanyak 1 desa dan Tambak sebanyak 

1 desa. 
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Grafik 3.1 

Jumlah Desa yang telah Mengakomodasi Usulan Perempuan 

 

berikut merupakan dokumentasi kegiatan musrenbang perempuan yang 

diadakan di tingkat desa dan di tingkat kabupaten gresik tahun 2024. 

Gambar 3.1 

Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2024 
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Gambar 3.2 

Musrenbang Perempuan Desa Surowiti Kecamatan Panceng 

 

➢ Indikator yang kedua yaitu Persentase PD yang minimal 30% 

kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG). 

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon 

terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada Tahun 2023 

Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen 

Analisa Responsif Gender (ARG) adalah sebesar 19,64%. Pada tahun 

2024 terjadi peningkatan persentase PD yang minimal 30% kegiatannya 

dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG) menjadi 30,43% 

yang berarti bahwa sebanyak 14 OPD di Kabupaten Gresik telah 
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melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan 

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada 

minimal 30% kegiatannya. 

Tabel 3.4 

Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen 

Analisa Responsif Gender (ARG) 

Indikator 
Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya 

dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender 

(ARG) 

19,64% 30,43% 

➢ Indikator yang ketiga yaitu Total Fertility Rate (TFR). Nilai Total Fertility 

Rate (TFR) adalah nilai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita 

selama masa usia suburnya yang digunakan sebagai indikator untuk 

membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan 

pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan 

program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk 

meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan 

kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan 

anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR 

yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, 

tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial 

ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Nilai TFR Kabupaten Gresik 

ditampilkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.5 

Nilai TFR Tahun 2023 – 2024 Kabupaten Gresik 

Indikator Tahun 2023 Tahun 2024 

TFR 

(Kelahiran) 

1,89 Kelahiran 

(Th. 2021) 

1,94 Kelahiran 

(Th 2023) 
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Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator 

TFR tahun 2024 yaitu Aplikasi Siperindu sedangkan tahun-tahun 

sebelumnya sumber data yang digunakan yaitu Buku Saku Parameter 

Kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur. 

Perubahan ini dikarenakan Buku Saku Parameter Kependudukan yang 

diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur telah diskontinyu. Capaian 

data tahun 2023 menggunakan data tahun 2021 dengan nilai TFR 

Kabupaten Gresik sebesar 1,89 kelahiran sedangkan Capaian data 

tahun 2024 menggunakan capaian data tahun 2023, nilai TFR 

Kabupaten Gresik mengalami penurunan menjadi 1,94 kelahiran. TFR 

sebesar 1,94 kelahiran berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara 

rata-rata mempunyai 1 sampai 2 anak selama masa usia suburnya. 

➢ Indikator yang keempat yaitu Contraceptive Prevalency Rate (CPR). Nilai 

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS 

yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan 

salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam 

persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan 

ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai 

proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan 

yang sangat esensial. Berikut merupakan tabel dari nilai CPR di 

Kabupaten Gresik. 

Tabel 3.6 

Nilai CPR Tahun 2023 – 2024 Kabupaten Gresik 

Indikator Tahun 2023 Tahun 2024 

CPR (%) 78,42% (Th. 2021) 67,78% 

Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator 

CPR tahun 2024 yaitu Aplikasi SIGA BKKBN sedangkan tahun-tahun 

sebelumnya sumber data yang digunakan yaitu Buku Saku Parameter 

Kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur. 

Perubahan ini dikarenakan Buku Saku Parameter Kependudukan yang 

diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur telah diskontinyu. Nilai CPR 
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tahun 2023 menggunakan data tahun 2021 sebesar 78,42% sedangkan 

di tahun 2024 nilai CPR mengalami penurunan menjadi 67,78%. 

Berdasarkan target tahun 2024 sebesar 70-76% sehingga didapatkan 

nilai capaian Indikator CPR sebesar 97%. Meskipun nilai CPR 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun 

nilai capaian Indikator CPR tergolong dalam rentang sangat tinggi 

sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai. 

Gambar 3.2 
Pelayanan KB MKJP dalam rangka TMMD ke 119 TA 2024 di Desa 

Sembung Kec. Wringinanom 

 

➢ Indikator yang kelima yaitu Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 

Tahun. Usia Kawin Pertama (UKP) yang berarti juga saat dimulainya 

masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan 

fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin 

panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan, 

sehingga nilai UKP dibawah 20 tahun semakin kecil maka semakin baik. 

Nilai UKP digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan 

untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan tabel 

capaian indikator UKP Kabupaten Gresik. 
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Tabel 3.7 

UKP Tahun 2023 – 2024 Kabupaten Gresik 

Indikator Tahun 2023 Tahun 2024 

UKP <20 (% pernikahan total) 13,65% (Th 2021) 9,27% 

Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator 

Persentase UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2024 yaitu Laporan Usia 

Kawin Pertama Kabupaten Gresik sedangkan tahun-tahun sebelumnya 

sumber data yang digunakan yaitu Buku Saku Parameter Kependudukan 

yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur. Perubahan ini 

dikarenakan Buku Saku Parameter Kependudukan yang diterbitkan oleh 

BKKBN Provinsi Jawa Timur telah diskontinyu. Persentase UKP dibawah 

20 tahun pada tahun 2023 menggunakan data tahun 2021 yaitu sebesar 

13,65%. Jika dibandingkan dengan persentase UKP dibawah 20 tahun 

pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,27% maka persentase UKP dibawah 

20 tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

➢ Indikator yang keenam yaitu Persentase Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Berikut merupakan 

tabel hasil persentase kasus kekerasan di Kabupaten Gresik yang 

Mendapat Layanan Komprehensif Tahun 2023-2024. 

Tabel 3.8 

Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat 

Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik  

Tahun 2023-2024 

Indikator 
Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Persentase Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan yang Mendapat Layanan 

Komprehensif 

100% 100% 
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Dari 100% target cakupan perempuan korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-

P2A) tahun 2024, sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu 

sebanyak 168 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart 

Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 152 kasus telah 

terselesaikan di tahun 2024 sedangkan 16 kasus lainnya prosesnya 

masih berlanjut di tahun 2025. Persentase ketercapaian indikator yang 

didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong dalam 

rentang sangat tingi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah 

tercapai.  

Secara rinci data kasus kekerasan terhadap perempuan pada 

tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat 

Layanan Komprehensif Tahun 2023-2024 di Kabupaten Gresik 

No Bulan Tahun 2023 Tahun 2024 

1 Januari 9 11 

2 Februari 9 8 

3 Maret 4 5 

4 April 4 11 

5 Mei 4 7 

6 Juni 8 14 

7 Juli 7 18 

8 Agustus 6 8 

9 September 11 19 

10 Oktober 12 34 

11 Nopember 13 13 

12 Desember 11 20 

  Jumlah 98 168 
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Grafik 3.2 

Grafik Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani  

Tahun 2023-2024 Kabupaten Gresik 

 

Berdasarkan Tabel 3.9 dan Grafik 3.2 tersebut diketahui bahwa 

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani pada tahun 

2024 meningkat dari tahun 2023. Tahun 2023 kasus kekerasan terhadap 

perempuan sebanyak 98 kasus dan meningkat menjadi 168 kasus pada 

tahun 2024. Semua kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

dilaporkan pada UPT-PPA Kab. Gresik pada tahun 2023 – 2024 sudah 

tertangani 100%. 

➢ Indikator yang ketujuh yaitu Persentase Kasus Anak dalam Situasi 

Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif. Hasil persentase kasus 

anak dalam situasi khusus yang mendapat layanan komprehensif 

ditampilkan dalam tabel 3.10 berikut. 

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan 

penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) 

tahun 2024 sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 228 

kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional 

Prosedur yang telah ditetapkan dengan rincian 191 kasus telah 
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terselesaikan di tahun 2024 sedangkan 37 kasus lainnya dilanjutkan di 

tahun 2025 dari target sebesar 100%. Persentase ketercapaian indikator 

yang didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong 

dalam rentang sangat tingi sehingga dapat disimpulkan bahwa target 

telah tercapai. 

Tabel 3.10 

Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat 

Layanan Komprehensif Tahun 2023-2024 

Indikator 
Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Persentase Kasus Kekerasan terhadap 

Anak yang Mendapat Layanan 

Komprehensif 

100% 100% 

Secara rinci data kasus kekerasan pada tahun 2024 dapat dilihat 

pada Tabel dan Grafik sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

Data Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani  

Tahun 2023-2024 Kabupaten Gresik 

No Bulan 
Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

1 Januari 40 21 

2 Februari 17 15 

3 Maret 13 15 

4 April 7 11 

5 Mei 18 14 

6 Juni 18 15 

7 Juli 12 18 

8 Agustus 12 21 

9 September 25 18 

10 Oktober 30 25 

11 Nopember 34 30 

12 Desember 23 25 

  Jumlah 249 228 
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Grafik 3.3 

Grafik Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani Tahun 

2023-2024 Kabupaten Gresik 

 

Berdasarkan Tabel 3.11 dan Grafik 3.3 tersebut diketahui bahwa 

jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani tahun 2024 

menurun dari tahun 2023. Tahun 2023 kasus kekerasan terhadap anak 

sebanyak 249 kasus dan menurun menjadi 228 kasus pada tahun 

2024. Semua kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada 

tahun 2023 – 2024 sudah tertangani 100%. 

➢ Indikator yang kedelapan yaitu Tingkat Kematangan Layanan sesuai 

Standar SPBE. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap 

pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 

menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat 

kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat 

dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses 

terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, 

terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada 

kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, 

transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki 

karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan 
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antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat 

(level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang 

lebih rendah.  

Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE pada tahun 

2024 sama dengan tahun 2023 yaitu level 2 atau interaksi, yang berarti 

bahwa Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) 

dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem 

elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi tersebut 

dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi 

memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan 

fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE. Penilaian level 2 

didapatkan dari layanan Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik yang telah 

terpublikasi dan terhubung pada website https://www.gresikkab.go.id/, 

sehingga masyarakat umum bisa mengakses layanan Pengaduan UPT 

PPA Kab. Gresik melalui website https://www.gresikkab.go.id/ yang 

akan terhubung dengan akun whatsapp Pengaduan UPT PPA Kab. 

Gresik. 

Gambar 3.3 
Menu Sahabat Anak pada Website gresikkab.go.id 

 

https://www.gresikkab.go.id/
https://www.gresikkab.go.id/
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Gambar 3.3 

Menu Chat Pengaduan 

 

 

Gambar 3.4 

Tampilan Chat Pengaduan UPTD PPA Kab. Gresik 

 



LAPORAN KINERJA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024  

  

Akuntabilitas Kinerja  30 

 



LAPORAN KINERJA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024  

  

Akuntabilitas Kinerja  31 

 

Tabel 3.12 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun 

Sebelumnya  

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

REALISASI 
PENING-
KATAN 

SUMBER DATA 

TH 2023 TH 2024   

1. 

Meningkatkan 

kualitas dan 

aksesibilitas 

pelayanan dasar 

secara inklusif 

dan berkeadilan 

gender 

Persentase 
desa yang telah 
mengakomodasi 
usulan 
perempuan 

6,74% 9,55% 
Mening-

kat 
Berita Acara 
Musrenbang Desa 

Persentase PD 
yang minimal 
30% 
kegiatannya 
dilengkapi 
dokumen 
Analisa 
Responsif 
Gender (ARG) 

19,64% 30,43% 
Mening-

kat 
Hasil Desk ARG 

2. 

Peningkatan 

Peran dan Fungsi 

Keluarga dalam 

Pembangunan 

Daerah, Inisiasi 

Nilai-Nilai Luhur 

Budaya Gresik 

dan Pembinaan 

Karakter 

Total Fertility 
Rate (TFR) 

1,89 
Kelahiran 
(Th.2021) 

1,94 
Kelahiran 
(Th. 2023) 

Menurun Aplikasi Siperindu 

Contraceptive 
Prevalency Rate 
(CPR) 

78,42% 
(Th.2021) 

67,78% Menurun Aplikasi SIGA BKKBN 

Persentase Usia 
Kawin Pertama 
dibawah 20 
Tahun 

13,65% 
(Th.2021) 

9,27% 
Mening-

kat 
Laporan UKP Kab. 
Gresik 

3. 

Mewujudkan 

Layanan 

Komprehensif 

untuk Kasus 

Kekerasan 

Berbasis 

Gender dan Anak 

Yang Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus 

Persentase 
Kasus 
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan 
yang Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 100% Tetap 
Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan UPT PPA 
Kab. Gresik 

Persentase 
Kasus Anak 
dalam Situasi 
Khusus yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 100% Tetap 
Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan UPT PPA 
Kab. Gresik 

Tingkat 
Kematangan 
Layanan sesuai 
Standar SPBE 

Level 2 Level 2 Tetap 

Hasil evaluasi 
pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik yang 
diterbitkan oleh tim 
assesor internal SPBE 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat 3 indikator 

yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu indikator 

Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan, 

Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen 

Analisa Responsif Gender (ARG) dan Persentase Usia Kawin Pertama 

dibawah 20 Tahun, sementara itu terdapat 3 indikator yang nilai 

realisasinya tetap dari tahun 2023 yaitu indikator Persentase Kasus 

Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan 

Komprehensif dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang 

Mendapat Layanan Komprehensif, sedangkan 2 indikator lainnya 

mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu indikator Total Fertility 

Rate (TFR) dan Contraceptive Prevalency Rate (CPR) 

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kab. Gresik tahun 2024 dengan Target Akhir Tahun 2026. 

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut. 

Tabel 3.13 

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Akhir 

Rencana Strategis 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

TARGET 
AKHIR 
2026 

REALISA-
SI 2024 

TINGKAT 
KEMAJU-

AN 

1. 

Meningkatkan 

kualitas dan 

aksesibilitas 

pelayanan 

dasar secara 

inklusif dan 

berkeadilan 

gender 

Persentase 
desa yang 
telah 
mengakomo-
dasi usulan 
perempuan 

10% 9,55% - 

Persentase 
PD yang 
minimal 30% 
kegiatannya 
dilengkapi 
dokumen 
Analisa 
Responsif 
Gender 
(ARG) 

30% 30,43% + 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

TARGET 
AKHIR 
2026 

REALISA-
SI 2024 

TINGKAT 
KEMAJU-

AN 

2. 

Peningkatan 

Peran dan 

Fungsi 

Keluarga 

dalam 

Pembangu-

nan Daerah, 

Inisiasi Nilai-

Nilai Luhur 

Budaya 

Gresik dan 

Pembinaan 

Karakter 

Total Fertility 
Rate (TFR) 1,9-2% 

1,94 
Kelahiran 
(Th.2023) 

+ 

Contraceptive 
Prevalency 
Rate (CPR) 

70-76% 67,78% - 

Persentase 
Usia Kawin 
Pertama 
dibawah 20 
Tahun 

12,15% 9,27% + 

3. 

Mewujudkan 

Layanan 

Komprehensif 

untuk Kasus 

Kekerasan 

Berbasis 

Gender dan 

Anak Yang 

Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus 

Persentase 
Kasus 
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan 
yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 100% + 

Persentase 
Kasus Anak 
dalam Situasi 
Khusus yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 100% + 

Tingkat 
Kematangan 
Layanan 
sesuai 
Standar 
SPBE 

Level 3 Level 2 - 

Berdasarkan Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa terdapat 5 indikator 

dengan tingkat kemajuan positif (+) yaitu indikator Persentase PD yang 

minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif 

Gender (ARG), Total Fertility Rate (TFR), Persentase Usia Kawin 
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Pertama dibawah 20 Tahun,  Persentase Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif dan Persentase 

Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan 

Komprehensif, sedangkan indikator dengan tingkat kemajuan negative 

(-) ada 3 yaitu indikator Persentase desa yang telah 

mengakomodasi usulan perempuan, Contraceptive Prevalency Rate 

(CPR) dan Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE. 

Tabel 3.14 
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Provinsi Jawa 

Timur 

 

Tabel 3.15 

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

ANALISIS 
KEBERHASILAN 

/KEGAGALAN 
SOLUSI 

1. Meningkatkan 
kualitas dan 

Persentase desa 
yang telah 

Keterbatasan sumber 
daya perangkat daerah 

Dilakukan 
koordinasi 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
REALISASI 

REALISASI JAWA 
TIMUR 

1. Persentase desa yang telah 
mengakomodasi usulan 
perempuan 

9,55% 
Tidak menggunakan 
indikator yang sama 

2. Persentase PD yang 
minimal 30% kegiatannya 
dilengkapi dokumen Analisa 
Responsif Gender (ARG) 

30,43% 

Tidak menggunakan 
indikator yang sama 

3. Total Fertility Rate (TFR) 1,94 Kelahiran  
(Th 2023) 

1,98  
(Th 2023) 

4. Contraceptive Prevalency 
Rate (CPR) 

67,78% 68,9% 

5. Persentase Usia Kawin 
Pertama dibawah 20 Tahun 

Tidak menggunakan 
indikator yang sama 

6. Persentase Kasus 
Kekerasan terhadap 
Perempuan yang Mendapat 
Layanan Komprehensif 

100% Tidak menggunakan 
indikator yang sama 

7. Persentase Kasus Anak 
dalam Situasi Khusus yang 
Mendapat 
Layanan Komprehensif 

100% Tidak menggunakan 
indikator yang sama 

8. Tingkat Kematangan 
Layanan sesuai Standar 
SPBE 

Level 2 Tidak menggunakan 
indikator yang sama 

Lenovo
Typewritten text
9,27%
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

ANALISIS 
KEBERHASILAN 

/KEGAGALAN 
SOLUSI 

aksesibilitas 
pelayanan dasar 
secara inklusif 
dan berkeadilan 
gender 

mengakomo-dasi 
usulan perempuan 

tidak memungkinkan ada 
fasilitasi penyusunan 
usulan perempuan di 
semua desa 

dengan 
pemerintah 
desa untuk 
memfasilita
si 
penyusunan
nya 

Persentase PD yang 
minimal 30% 
kegiatannya 
dilengkapi dokumen 
Analisa Responsif 
Gender (ARG) 

Tim Driver PPRG 
melakukan 
pendampingan ke 
masing-masing OPD 
sehingga capaian cukup 
tinggi 

- 

2. 

Peningkatan 
Peran dan Fungsi 
Keluarga dalam 
Pembangu-nan 
Daerah, Inisiasi 
Nilai-Nilai Luhur 
Budaya Gresik 
dan Pembinaan 
Karakter 

Total Fertility Rate 
(TFR) 

Terdapat 356 PPKBD 
dan 2.564 Sub PPKBD 
yang melakukan edukasi 
dan fasilitasi terkait 
perencanaan keluarga, 
sehingga UKP tinggi, 
CPR tinggi dan Unmet 
Need rendah, dan 
dengan demikian target 
TFR tercapai. 

- 

Contraceptive 
Prevalency Rate 
(CPR) 

Terdapat 356 PPKBD 
dan 2.564 Sub PPKBD 
yang melakukan edukasi 
dan fasilitasi terkait 
perencanaan keluarga, 
sehingga UKP tinggi, 
CPR tinggi dan Unmet 
Need rendah, dan 
dengan demikian  

 
Persentase Usia 
Kawin Pertama 
dibawah 20 Tahun 

Terdapat 356 PPKBD 
dan 2.564 Sub PPKBD 
yang melakukan edukasi 
dan fasilitasi terkait 
perencanaan keluarga, 
sehingga UKP tinggi, 
CPR tinggi dan Unmet 
Need rendah, dan 
dengan demikian target 
Persentase Usia Kawin 
Pertama dibawah 20 
Tahun tercapai. 

- 

3. 

Mewujudkan 
Layanan 
Komprehensif 
untuk Kasus 

Persentase Kasus 
Kekerasan terhadap 
Perempuan yang 
Mendapat 

Terdapat UPT 
Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
yang telah menyediakan 

- 

Lenovo
Typewritten text
capaian


Lenovo
Typewritten text
CPR sangat tinggi

Lenovo
Typewritten text
Akan
ditingkatkan
edukasi dan
promosi
penggunaan
alat kontra-
sepsi dalam
perencanaan
keluarga 
pada PUS
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

ANALISIS 
KEBERHASILAN 

/KEGAGALAN 
SOLUSI 

Kekerasan 
Berbasis 
Gender dan Anak 
Yang 
Memerlukan 
Perlindungan 
Khusus 

Layanan 
Komprehensif 

layanan secara 
komprehensif, dibiayai 
secara berkelanjutan 
serta diperlengkapi 
dengan SDM dengan 
kuantitas dan kualitas 
yang memadai. 

Persentase Kasus 
Anak dalam Situasi 
Khusus yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

Terdapat UPT 
Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
yang telah menyediakan 
layanan secara 
komprehensif, dibiayai 
secara berkelanjutan 
serta diperlengkapi 
dengan SDM dengan 
kuantitas dan kualitas 
yang memadai. 

- 

Tingkat Kematangan 
Layanan sesuai 
Standar SPBE 

Ada fasilitasi dan 
dukungan dari 
Diskominfo 

- 

C.    Realisasi Anggaran 

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari 

dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, yang termuat 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya 

diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.     

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan 

antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam 

persentase realisasi. Pada tahun 2024, anggaran Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Gresik sebesar Rp. 25.785.394.977,- yang direalisasikan 

sebesar Rp. 24.080.429.111,06,- atau 93,39%. Adapun rincian 

anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai 
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Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.20 

 Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

KINERJA ANGGARAN 
TINGKAT 
EFISIENSI TARGET 

REALISA-
SI 

CAPAIAN 
Anggaran 

(Rp.) 
REALISASI (Rp.) CAPAIAN 

1. 

Meningkatkan 

kualitas dan 

aksesibilitas 

pelayanan dasar 

secara inklusif dan 

berkeadilan gender 

Persentase desa 
yang telah 
mengakomodasi 
usulan perempuan 

8% 9,55% 119% 898.000.000 683.779.010 76,14% 36,01 

Persentase PD 
yang minimal 30% 
kegiatannya 
dilengkapi 
dokumen Analisa 
Responsif Gender 
(ARG) 

25% 30,43% 122% 1.500.000.000 1.356.237.716 90,42% 25,89 

2. 

Peningkatan Peran 

dan Fungsi Keluarga 

dalam 

Pembangunan 

Daerah, Inisiasi 

Nilai-Nilai Luhur 

Budaya Gresik dan 

Pembinaan Karakter 

Total Fertility Rate 
(TFR) 1,9-2 

1,94 
Kelahiran 
(Th. 2023) 

98% 461.400.000 399.786.109 86,65% 11,59 

Contraceptive 
Prevalency Rate 
(CPR) 

70-76 67,78% 97% 6.037.045.000 5.366.881.193 88,90% 8,35 

Persentase Usia 
Kawin Pertama 
dibawah 20 Tahun 

12,15% 9,27% 131% 9.193.299.980 9.099.757.700 98,98% 24,44 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

KINERJA ANGGARAN 
TINGKAT 
EFISIENSI TARGET 

REALISA-
SI 

CAPAIAN 
Anggaran 

(Rp.) 
REALISASI (Rp.) CAPAIAN 

3. 

Mewujudkan 

Layanan 

Komprehensif untuk 

Kasus Kekerasan 

Berbasis 

Gender dan Anak 

Yang Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus 

Persentase Kasus 
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 100% 100% 353.379.000 275.148.470 77,86% 24,14 

Persentase Kasus 
Anak dalam Situasi 
Khusus yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 100% 100% 861.237.000 736.078.502 85,47% 14,53 

Tingkat 
Kematangan 
Layanan sesuai 
Standar SPBE 

Level 2 Level 2 100% 6.481.033.997 6.162.760.411 95,09% 4,91 

 Rata – rata capaian kinerja 

  
 25.785.394.977 24.080.429.111,06 93,39% 16,81 

 Predikat Kinerja 

  
 

  
Sangat 
Tinggi 

Efisien 
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 Pada tahun 2024, capaian kinerja terhadap Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Gresik pada tiga sasaran menunjukkan hasil yang 

signifikan yaitu sebesar 93,39% yang termasuk dalam kategori 

Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Tingkat efisiensi penggunaan 

sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran 

Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan 

Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dengan Batas maksimal 

nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20% 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 Berdasarkan rumus tersebut didapatkan nilai efisiensi sebesar 

16,81% sehingga dapat disimpulkan Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efisien 

dalam penggunaan sumber daya.  

Program-program yang berkontribusi secara langsung dalam 

pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan sumber daya antara 

lain adalah : 
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Tabel 3.21 

SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
CAPAIAN 
KINERJA 

PROGRAM 
INDIKATOR 
PROGRAM 

CAPAIAN 
PROGRAM 

MENUNJANG 
/ TIDAK 

1. 

Meningkatkan 

kualitas dan 

aksesibilitas 

pelayanan 

dasar secara 

inklusif dan 

berkeadilan 

gender 

Persentase desa 
yang telah 
mengakomodasi 
usulan perempuan 

119% 

PROGRAM 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

Persentase 
Usulan 
Perempuan yang 
Telah 
Diakomodasi 
dalam 
Musrenbang, 
Musrenbangdes 
dan Forum OPD 

160% MENUNJANG 

Persentase PD 
yang minimal 30% 
kegiatannya 
dilengkapi 
dokumen Analisa 
Responsif Gender 
(ARG) 

122% 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KUALITAS 
KELUARGA 

Persentase 
sasaran yang 
pendapatannya 
meningkat dari 
tahun 
sebelumnya 

96% MENUNJANG 

2. 

Peningkatan 

Peran dan 

Fungsi 

Keluarga dalam 

Pembangunan 

Total Fertility Rate 
(TFR) 

98% 
PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

Persentase Unit 
Pemberi Layanan 
yang Telah 
tersosialisasi 
Program KKBPK 

100% MENUNJANG 

Contraceptive 
Prevalency Rate 
(CPR) 

97% 
PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 

Unmet Need ber-
KB 

105% MENUNJANG 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
CAPAIAN 
KINERJA 

PROGRAM 
INDIKATOR 
PROGRAM 

CAPAIAN 
PROGRAM 

MENUNJANG 
/ TIDAK 

Daerah, Inisiasi 

Nilai-Nilai Luhur 

Budaya Gresik 

dan Pembinaan 

Karakter 

BERENCANA (KB) 

Persentase Usia 
Kawin Pertama 
dibawah 20 Tahun 

131% 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
DAN PENINGKATAN 
KELUARGA 
SEJAHTERA (KS) 

Persentase 
Pembina 
Keluarga 
Berencana Desa 
yang berstatus 
mandiri 

112% MENUNJANG 

3. 

Mewujudkan 
Layanan 
Komprehensif 
untuk Kasus 
Kekerasan 
Berbasis 
Gender dan 
Anak Yang 
Memerlukan 
Perlindungan 
Khusus 

Persentase Kasus 
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan yang 
Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 
PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

Persentase Kasus 
Kekerasan  
Terhadap 
Perempuan Yang 
Berhasil 
Diselesaikan 

94% MENUNJANG 

Persentase Kasus 
Anak dalam 
Situasi Khusus 
yang Mendapat 
Layanan 
Komprehensif 

100% 

PROGRAM 
PEMENUHAN HAK 
ANAK (PHA) 

Nilai Klaster 
Kelembagaan 
pada Penilaian 
Mandiri 
Kabupaten Layak 
Anak 

109% MENUNJANG 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 

Persentase Kasus 
Kekerasan 
Terhadap Anak 
yang Berhasil 
diselesaikan 

84% MENUNJANG 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
CAPAIAN 
KINERJA 

PROGRAM 
INDIKATOR 
PROGRAM 

CAPAIAN 
PROGRAM 

MENUNJANG 
/ TIDAK 

 

Tingkat 
Kematangan 
Layanan sesuai 
Standar SPBE 

100% 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase 
Program OPD 
yang sudah 
terfasilitasi 

89% MENUNJANG 
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Berdasarkan tabel diatas seluruh program Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah 

mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat 

dibuktikan dengan adanya keterkaitan antara indikator sasaran strategis 

dengan indikator pada program.  
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BAB IV 

PENUTUP 

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini 

merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 

2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan 

satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah 

dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu 

juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan 

program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam 

pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan 

dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat 

tercapai sesuai yang direncanakan. 

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran 

strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 menunjukkan 

keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana 

yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat 

keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka 

secara umum kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dapat dinyatakan 

sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 8 indikator 

kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Semua indikator 

mencapai kategori sangat tinggi. 

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja 

daerah dalam APBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebesar 
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Rp. 25.785.394.977,- yang direalisasikan sebesar Rp. 24.080.429.111,06,- 

atau 93,39%. 

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya 

solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal 

maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak 

tercapai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang 

konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan 

perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi 

selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi 

penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, 

sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, 

sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat 

dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan 

terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang 

dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini 

mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.  

 Demikian Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 

Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, 

telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. 
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DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK 

TAHUN 2024 



Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
2021 2022 2023 2024 2025 2026  URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

 Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM 

DINAS KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK

#VALUE!     32.695.477.793     35.743.009.298     39.276.596.245     43.178.178.395     47.605.941.935 

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas 

pelayanan dasar secara inklusif dan 

berkeadilan gender

Persentase 

keterlibatan 

perempuan di 

proses 

pembangunan 

desa

jumlah desa yang sudah 

mengakomodasi usulan 

perempuan di 

musrenbang desa 

(dibuktikan dalam berita 

acara musrenbangdes) / 

jumlah desa yang 

mengadakan musrenbang 

desa

(sumber data: dkbpppa)

Belum 

Tersedia

2% 4% 6% 8% 10% 10% 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 

GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Persentase Usulan Perempuan 

yang Telah Diakomodasi dalam 

Musrenbang, Musrenbangdes dan 

Forum OPD

0 N/A         759.599.482        735.061.000 15%          824.317.358        644.284.000 20%          906.749.094        706.692.000 25%          997.424.003        861.477.000 30%       1.097.166.403        975.381.000 35%       1.206.883.044                 684.669.000 

2 8 2 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) pada Lembaga Pemerintah 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang telah 

melakukan ARG pada minimal 

30% Anggarannya

0  5 OPD         100.000.000          96.769.550 10          200.000.000        156.319.406             15          220.000.000        171.461.147 30          242.000.000        209.015.858 45          266.200.000        236.651.816 55          292.820.000                 166.117.817 

` 8 2 2.01 3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah yang 

Mengikuti Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pelaksanaan 

Pengarustamaan Gender (PUG) 

Termasuk Perencaan Pembangunan 

0 55         100.000.000          96.769.550 55          200.000.000        156.319.406 55          220.000.000        171.461.147 55          242.000.000        209.015.858 55          266.200.000        236.651.816 55          292.820.000                 166.117.817 

2 8 2 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 

pada Organisasi Kemasyarakatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Desa Yang Telah 

Memfasilitasi Kegiatan Kelompok 

Perempuan dalam APBDes

55  15 DESA         509.599.682     1.095.667.785 17 DESA          424.317.358        331.645.187             30          466.749.094        363.769.705 45          513.424.003        443.445.284 50          564.766.403        502.077.367 65          621.243.044                 352.433.366 

2 8 2 2.02 1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi 

Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 

Sosial dan Ekonomi

Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi 

Peningkatan Partisipasi Perempuan 

di Bidang Politik, Hukum, Sosial         

dan         Ekonomi         

Kewenangan

Kabupaten/Kota

15 4         209.599.720        450.651.107 4            94.317.358          73.718.167 4          103.749.094          80.858.812 4          114.124.003          98.569.118 4          125.536.403        111.601.870 4          138.090.044                   78.338.968 

2 8 2 2.02 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Peningkatan Partisipasi Perempuan dan 

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi Masyarakat 

yang Mendapat Advokasi dan 

Pendampingan Kebijakan 

Peningkatan Partisipasi Perempuan 

di Bidang Politik, Hukum, Sosial 

dan Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

0                 17         299.999.962        645.016.678 17          330.000.000        257.927.020 17          363.000.000        282.910.893 17          399.300.000        344.876.166 17          439.230.000        390.475.497 17          483.153.000                 274.094.398 

2 8 2 2.03 Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga / kelompok 

masyarakat yang difasilitasi

564  10 

LEMBAGA 

        149.999.800        145.154.131 10 

LEMBAGA

         200.000.000        156.319.406             10          220.000.000        171.461.147 10          242.000.000        209.015.858 10          266.200.000        236.651.816 10          292.820.000                 166.117.817 

2 8 2 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota   yang  Mendapat   

Peningkatan Kapasitas

10 475         149.999.800        145.154.131 675          200.000.000        156.319.406 675          220.000.000        171.461.147 675          242.000.000        209.015.858 675          266.200.000        236.651.816 675          292.820.000                 166.117.817 

Peningkatan inklusivitas penyandang 

disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan 

anak-anak terlantar yang komprehensif 

melalui penyelenggaraan program 

kesejahteraan sosial yang efektif, 

penyelenggaraan sistem pendidikan 

inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan 

kesempatan kerja

Persentase 

kasus 

kekerasan 

terhadap 

perempuan 

yang mendapat 

layanan 

komprehensif

(jumlah kasus yang 

mendapat layanan 

komprehensif/ jumlah 

kasus yang dilaporkan 

)*100%

(sumber data: dkbpppa)

Belum 

Tersedia

      70           80           90         100         100         100 2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Persentase Kasus Kekerasan  

Terhadap Perempuan Yang Berhasil 

Diselesaikan

96% #VALUE!        585.372.000 96%          650.773.000        689.422.000 96%          670.988.500        709.057.000 96%          693.225.550        780.854.000 96%          717.686.305        865.714.000 96%          854.400.636                 956.146.000 

2 8 3 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap 

Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang telah 

berkoordinasi dan melakukan 

sinkronisasi dalam melakukan 

pencegahan kekerasan.

95,79831933  30 OPD                            - #VALUE!  30 OPD            17.155.000          18.173.825  30 OPD            18.870.500          19.941.117  30 OPD            20.757.550          23.381.446  30 OPD            22.833.305          27.542.830  30 OPD            25.116.636                   28.107.623 

2 8 3 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan, Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan terhadap 

Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pelaksanaan  

Kebijakan,  Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

3 10            17.155.000          18.173.825 10            18.870.500          19.941.117 10            20.757.550          23.381.446 10            22.833.305          27.542.830 10            25.116.636                   28.107.623 

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Layanan Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang 

Mendapat Advokasi dan 

Pendampingan Layanan 

Perlindungan          Perempuan          

Kewenangan Kabupaten/Kota

6 6            50.000.000 6            50.000.000 6            50.000.000 6            50.000.000 

2 8 3 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan 

bagi Perempuan Korban Kekerasan 

yang Memerlukan Koordinasi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kasus Kekerasan  

Terhadap Perempuan Yang 

Berhasil diselesaikan

belum pernah 

dihitung

 115 KASUS #VALUE! #VALUE! 115          458.618.000        485.855.035           115          459.618.000        485.694.405 115          460.718.000        518.955.906 115          461.928.000        557.203.800 115          463.259.000                 518.425.691 

2 8 3 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan 

Masyarakat bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota

Jumlah  Perempuan  Korban  

Kekerasan  Tingkat Kabupaten/Kota   

yang   Mendapatkan   Layanan 

Pengaduan

114 115         604.913.122 #VALUE! 115          448.618.000        475.261.141 100          448.618.000        474.070.320 100          448.618.000        505.326.383 100          448.618.000        541.148.522 100          448.618.000                 502.041.183 

2 8 3 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan 

bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Tindak Lanjut 

Pengaduan yang Memerlukan 

Koordinasi dan Sinkronisasi bagi 

Perempuan    Korban    Kekerasan    

Kewenangan

Kabupaten/Kota

7 N/A  N/A  N/A 20            10.000.000          10.593.894 20            11.000.000          11.624.084 20            12.100.000          13.629.523 20            13.310.000          16.055.278 20            14.641.000                   16.384.507 

2 8 3 2.03 Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga / kelompok 

masyarakat yang difasilitasi

10 LEMBAGA         149.999.800        145.154.131 10 

LEMBAGA

         175.000.000        185.393.140 10 

LEMBAGA

         192.500.000        203.421.478 10 

LEMBAGA

         211.750.000        238.516.648 10 

LEMBAGA

         232.925.000        280.967.370 10 

LEMBAGA

         366.025.000                 409.612.686 

2 08 03 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Lembaga Penyedia Layanan Penanganan 

bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Manusia 

Lembaga Penyedia Layanan 

Penanganan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang Mendapat 

Peningkatan Kapasitas

95 orang         149.999.800        116.312.333 95            75.000.000          79.454.203 95            82.500.000          87.180.633 95            90.750.000        102.221.421 95            99.825.000        120.414.587 95 219615000                 245.767.612 

2023

MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

KABUPATEN GRESIK

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Baseline 2020 Target Kode Rekening Indikator Baseline 2020 2021 2022 2024 2025 2026



Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
2021 2022 2023 2024 2025 2026  URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

 Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM 

2023Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Baseline 2020 Target Kode Rekening Indikator Baseline 2020 2021 2022 2024 2025 2026

2 8 3 2.03 3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi 

Perempuan dalam Situasi Darurat dan 

Kondisi Khusus Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan dalam Situasi 

Darurat dan Kondisi Khusus 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang    

Mendapatkan    Pemenuhan    

Kebutuhan

Spesifik

0 N/A  N/A  N/A N/A          100.000.000        105.938.937 100          110.000.000        116.240.845 100          121.000.000        136.295.227 100          133.100.000        160.552.783 100          146.410.000                 163.845.075 

Peningkatan inklusivitas penyandang 

disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan 

anak-anak terlantar yang komprehensif 

melalui penyelenggaraan program 

kesejahteraan sosial yang efektif, 

penyelenggaraan sistem pendidikan 

inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan 

kesempatan kerja

Persentase 

kasus anak 

dalam situasi 

khusus yang 

mendapat 

layanan 

komprehensif

(jumlah kasus yang 

mendapat layanan 

komprehensif/ jumlah 

kasus yang dilaporkan 

)*100%

(sumber data: dkbpppa)

Belum 

Tersedia

      70           80           90         100         100         100 2 8 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 

GENDER DAN ANAK

Persentase Ketersediaan Data 

Gender dan Anak mengacu pada 

indikator PermenPPPA Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Data Gender dan 

Anak

-             9.999.911            9.677.000 50%            30.000.000          39.080.000 60%            33.000.000        500.345.000 70%            36.300.000        533.143.000 80%            39.930.000        570.727.000 90%            43.923.000                 607.338.000 

2 8 5 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan 

Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah data yang tersedia 0  2 VARIABEL             9.999.911            9.677.000  2 

VARIABEL 

           30.000.000          39.080.000  2 

VARIABEL 

           33.000.000        500.345.000  2 

VARIABEL 

           36.300.000        533.143.000  2 

VARIABEL 

           39.930.000        570.727.000  2 

VARIABEL 

           43.923.000                 607.338.000 

2 8 5 2.01 2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender 

dan Anak dalam Kelembagaan Data di 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penyajian dan 

Pemanfaatan Data Gender dan 

Anak dalam Kelembagaan Data di 

Kewenangan Kabupaten/Kota

1             9.999.911            9.677.000 1            30.000.000          39.080.000 1            33.000.000        500.345.000 1            36.300.000        533.143.000 1            39.930.000        570.727.000 1            43.923.000                 607.338.000 

Peningkatan inklusivitas penyandang 

disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan 

anak-anak terlantar yang komprehensif 

melalui penyelenggaraan program 

kesejahteraan sosial yang efektif, 

penyelenggaraan sistem pendidikan 

inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan 

kesempatan kerja

Persentase 

kasus anak 

dalam situasi 

khusus yang 

mendapat 

layanan 

komprehensif

(jumlah kasus yang 

mendapat layanan 

komprehensif/ jumlah 

kasus yang dilaporkan 

)*100%

(sumber data: dkbpppa)

Belum 

Tersedia

      70           80           90         100         100         100 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 

(PHA)

Nilai Klaster Kelembagaan pada 

Penilaian Mandiri Kabupaten Layak 

Anak

114%         199.990.650        397.133.000 120%          435.000.000        518.743.000 130%          478.500.000        586.814.000 140%          526.350.000        695.404.000 140%          578.985.000        840.014.000 140%          636.883.500                 983.290.000 

2 8 6 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia 

Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota

Jumlah Indikator KLA yang telah 

ditindaklanjuti oleh OPD/ 

Perusahaan / Lembaga 

Masyarakat

114  4 

INDIKATOR 

                           -                           - 5          125.000.000        149.064.080               7          137.500.000        168.624.713 8          151.250.000        199.828.736 10          166.375.000        241.383.333 12          183.012.500                 282.554.598 

2 8 6 2.01 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / 

Kota

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha yang Mendapat Advokasi 

Kebijakan dan Pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak pada 

Organisasi Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha

4 organisasi 0                            -  - 82            75.000.000          89.438.448 82            82.500.000        101.174.828 82            90.750.000        119.897.241 82            99.825.000        144.830.000 82          109.807.500                 169.532.759 

2 8 6 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 

Kabupaten Kota

Jumlah  Dokumen     Hasil     

Koordinasi     dan Sinkronisasi 

Pelembagaan Pemenuhan Hak 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

0 N/A                            -                           - 4            50.000.000          59.625.632 4            55.000.000          67.449.885 4            60.500.000          79.931.494 4            66.550.000          96.553.333 4            73.205.000                 113.021.839 

2 8 6 2.02 Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Ramah Anak 

Yang Sudah Diselenggarakan

 7 JENIS         199.990.650        397.133.000  7 JENIS          310.000.000        369.678.920  7 JENIS          341.000.000        418.189.287  7 JENIS          375.100.000        495.575.264  7 JENIS          412.610.000        598.630.667  7 JENIS          453.871.000                 700.735.402 

2 8 6 2.02 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah    Anak    yang 

Mendapatkan    Layanan 

Peningkatan  Kualitas  Hidup  Anak  

Kewenangan

Kabupaten/Kota

N/A         199.990.650        397.133.000 100          210.000.000        250.427.655 100          231.000.000        283.289.517 100          254.100.000        335.712.276 100          279.510.000        405.524.000 100          307.461.000                 474.691.724 

2 8 6 2.02 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemenuhan Hak Anak bagi 

Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

0 N/A                            -                           - 5          100.000.000        119.251.264 7          110.000.000        134.899.770 7          121.000.000        159.862.989 7          133.100.000        193.106.667 7          146.410.000                 226.043.678 

Peningkatan inklusivitas penyandang 

disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan 

anak-anak terlantar yang komprehensif 

melalui penyelenggaraan program 

Persentase 

kasus anak 

dalam situasi 

khusus yang 

(jumlah kasus yang 

mendapat layanan 

komprehensif/ jumlah 

kasus yang dilaporkan 

Belum 

Tersedia

      70           80           90         100         100         100 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS 

ANAK

Persentase Kasus Kekerasan  

Terhadap Anak Yang Berhasil 

Diselesaikan

100%         210.399.803        210.399.803 100%          539.567.500        539.567.500 100%          421.369.776        421.369.776 100%          472.654.571        472.654.571 100%          543.704.353        543.704.353 100%          598.074.789                 598.074.789 

2 8 7 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 

yang Melibatkan Para Pihak lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah OPD yang telah 

berkoordinasi dan melakukan 

sinkronisasi dalam melakukan 

pencegahan kekerasan

30 OPD                            -                           - 30 OPD            13.577.500          13.577.500 30 OPD            14.935.250          14.935.250 30 OPD            16.428.775          16.428.775 30 OPD            18.071.653          18.071.653 30 OPD            19.878.818                   19.878.818 

2 8 7 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan 

Kekerasan terhadap Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pencegahan 

Kekerasan Terhadap Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

3 0 0 12            13.577.500          13.577.500 3            14.935.250          14.935.250 3            16.428.775          16.428.775 3            18.071.653          18.071.653 3            19.878.818                   19.878.818 

2 8 7 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus yang 

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi 

Khusus Yang Berhasil Diselesaikan

 50 kasus         210.399.803        210.399.803 60          525.990.000        525.990.000             70          406.434.526        406.434.526 80          456.225.796        456.225.796 90          525.632.701        525.632.701 100          578.195.971                 578.195.971 

2 8 7 2.02 1 Penyediaan Layanan Pengaduan 

Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Mendapatkan 

Layanan Pengaduan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

belum pernah 

dihitung 

khusus

100         210.399.803        210.399.803 100          405.990.000        405.990.000 100 274434525,7        274.434.526 100 311025795,7        311.025.796 100 365912700,9        365.912.701 100 402503971                 402.503.971 

2 8 7 2.02 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Pendampingan Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Tindak Lanjut 

Pengaduan yang Memerlukan 

Koordinasi dan Sinkronisasi bagi 

Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Kewenangan 

Kabupaten/Kota

N/A 0                            -                           - 20            20.000.000          20.000.000 20            22.000.000          22.000.000 20            24.200.000          24.200.000 20            26.620.000          26.620.000 20            29.282.000                   29.282.000 

2 8 7 2.02 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) Anak 

yang Memerlukan Perlindungan             

Khusus            Kewenangan

Kabupaten/Kota

0                            -                           - 5          100.000.000        100.000.000 5          110.000.000        110.000.000 5          121.000.000        121.000.000 5          133.100.000        133.100.000 5          146.410.000                 146.410.000 



Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
2021 2022 2023 2024 2025 2026  URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

 Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM 

2023Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Baseline 2020 Target Kode Rekening Indikator Baseline 2020 2021 2022 2024 2025 2026

Peningkatan inklusivitas penyandang 

disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan 

anak-anak terlantar yang komprehensif 

melalui penyelenggaraan program 

kesejahteraan sosial yang efektif, 

penyelenggaraan sistem pendidikan 

inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan 

kesempatan kerja

Tingkat 

Kematangan 

Layanan sesuai 

standar SPBE

Dihitung mandiri menurut 

standar SPBE

0 level 1 level 1 level 2 level 2 level 2 level 3 2 14 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Program OPD yang 

sudah terfasilitasi

100%      6.235.036.489     4.718.115.000 100%       8.030.470.830     5.699.819.000 100%       8.828.517.913     6.419.491.000 100%       9.706.369.704     7.520.161.000 100%     10.672.006.675     8.850.886.000 100%     11.734.207.342            10.355.793.000 

2 14 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja 

                  5           20.999.600          15.890.609 5 

dokumen

           25.000.000          17.744.349               5            27.500.000          19.996.109 5            30.250.000          23.436.658 5            33.275.000          27.596.800 5            36.602.500                   32.302.814 

2 14 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah     Dokumen  Perencanaan     

Perangkat Daerah

5 1           19.999.800          15.134.050 1            20.000.000          14.195.479 1            22.000.000          15.996.887 2            24.200.000          18.749.327 1            26.620.000          22.077.440 2            29.282.000                   25.842.251 

2 14 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah   Laporan   Evaluasi   

Kinerja   Perangkat Daerah

1 12                999.800               756.559 12              5.000.000            3.548.870 12              5.500.000            3.999.222 12              6.050.000            4.687.332 12              6.655.000            5.519.360 12              7.320.500                     6.460.563 

2 14 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah bulan gaji dan Tambahan 

Penghasilan PNS yang terbayar

1                 12      4.603.922.000     3.483.834.214 12       4.672.980.830     3.316.760.061             12       5.140.278.913     3.737.657.277 12       5.654.306.804     4.380.762.201 12       6.219.737.485     5.158.372.657 12       6.841.711.233              6.038.017.160 

2 14 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah    Orang    yang    Menerima    

Gaji    dan

Tunjangan ASN

12 12      4.603.922.000     3.483.834.214 12       4.672.980.830     3.316.760.061 27       5.140.278.913     3.737.657.277 26       5.654.306.804     4.380.762.201 26       6.219.737.485     5.158.372.657 26       6.841.711.233              6.038.017.160 

2 14 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Jumlah peserta pembinaan 

bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundangan

12                 55             4.980.000            3.768.416 55              5.000.000            3.548.870             55              5.500.000            3.999.222 55              6.050.000            4.687.332 55              6.655.000            5.519.360 55              7.320.500                     6.460.563 

2 14 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

55 55             4.980.000            3.768.416 55              5.000.000            3.548.870 55              5.500.000            3.999.222 55              6.050.000            4.687.332 55              6.655.000            5.519.360 55              7.320.500                     6.460.563 

2 14 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Komponen Instalasi  

Listrik dan peralatan serta 

perlengkapan kantor / rumah 

tangga yang terpenuhi

55                 11         224.423.850        169.823.791 30          490.000.000        347.789.235             30          539.000.000        391.923.728 30          592.900.000        459.358.503 30          652.190.000        540.897.276 30          717.409.000                 633.135.148 

2 14 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah         Paket         Komponen         

Instalasi

Listrik/Penerangan    Bangunan    

Kantor    yang Disediakan

11 8             3.999.624            3.026.556 15            20.000.000          14.195.479 15            22.000.000          15.615.027 15            24.200.000          17.176.530 15            26.620.000          18.894.183 15            29.282.000                   20.783.601 

2 14 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah    Paket    Peralatan    dan    

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

3 3           19.773.000          14.962.429 15          100.000.000          70.977.395 15          110.000.000          78.075.134 15          121.000.000          85.882.648 15          133.100.000          94.470.913 15          146.410.000                 103.918.004 

2 14 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   

Kantor   yang

Disediakan

5 5           99.985.621          75.660.128 5          150.000.000        106.466.092 10          165.000.000        117.112.702 10          181.500.000        128.823.972 10          199.650.000        141.706.369 10          219.615.000                 155.877.006 

2 14 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan

yang Disediakan

6  9.232.605            6.986.405 6            10.000.000            7.097.739 8            11.000.000            7.807.513 8            12.100.000            8.588.265 8            13.310.000            9.447.091 8            14.641.000                   10.391.800 

2 14 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

7 7  8.460.000            6.401.767 7            10.000.000            7.097.739 1900            11.000.000            7.807.513 1900            12.100.000            8.588.265 1900            13.310.000            9.447.091 1900            14.641.000                   10.391.800 

2 14 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 491  82.973.000          62.786.506 600  200.000.000        141.954.790 600          220.000.000        156.150.269 600          242.000.000        171.765.296 600          266.200.000        188.941.825 600          292.820.000                 207.836.008 

2 14 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Jasa Operasional  yang 

tersedia

491  46 orang      1.258.750.000        952.508.821  46 orang       1.269.670.000        901.178.691  46 orang       1.396.637.000     1.015.538.366  46 orang       1.536.300.700     1.190.272.879  46 orang       1.689.930.770     1.401.553.152  46 orang       1.858.923.847              1.640.556.537 

2 14 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

3 3  109.200.000          82.632.741 3  120.120.000          85.258.047 3          132.132.000          93.783.852 3          145.345.200        103.162.237 3          159.879.720        113.478.460 3          175.867.692                 124.826.306 

2 14 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah   Laporan   Penyediaan   

Jasa   Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

3 43  1.149.550.000        869.876.080 43       1.149.550.000        815.920.644 43       1.264.505.000        897.512.708 43       1.390.955.500        987.263.979 43       1.530.051.050     1.085.990.377 43       1.683.056.155              1.194.589.415 

2 14 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah fasilitas pemeliharaan 

yang tersedia

43  4 jenis         121.961.039          92.289.148  4 jenis       1.567.820.000     1.112.797.794  4 jenis       1.719.602.000     1.250.376.300  4 jenis       1.886.562.200     1.461.643.427  4 jenis       2.070.218.420     1.716.946.755  4 jenis       2.272.240.262              2.005.320.778 

2 14 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

1 1           41.242.290          31.208.457 1          100.000.000          70.977.395 1          110.000.000          78.075.134 1          121.000.000          85.882.648 1          133.100.000          94.470.913 1          146.410.000                 103.918.004 

2 14 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

1 30           29.624.025          22.416.799 30          100.000.000          70.977.395 9          110.000.000          78.075.134 30          121.000.000          85.882.648 30          133.100.000          94.470.913 30          146.410.000                 103.918.004 

2 14 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi

3 2           24.911.000          18.850.405 3       1.317.820.000        935.354.307 3       1.449.602.000     1.028.889.737 3       1.594.562.200     1.131.778.711 3       1.754.018.420     1.244.956.582 3       1.929.420.262              1.369.452.240 

2 14 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  

Gedung  Kantor atau  Bangunan           

Lainnya  yang 

dipelihara/Direhabilitasi

5 5           26.183.724          19.813.488 5            50.000.000          35.488.697 5 50000000          35.488.697 5 50000000          35.488.697 5 50000000          35.488.697 5 50000000                   35.488.697 

Peningkatan peran dan fungsi keluarga 

dalam pembangunan Daerah, inisiasi 

nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan 

pembinaan karakter

Total Fertility 

Rate

TFR (BPS, Publikasi : GDA) 1,92 (2019) 1,9-2 1,9-2 1,9-2 1,9-2 1,9-2 1,9-2 2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Unit Pemberi Layanan 

yang Telah tersosialisasi Program 

KKBPK

100%         719.999.366        696.740.000 100%          140.000.000        109.424.000 100%          154.000.000        120.023.000 100%          169.400.000        140.680.000 100%          186.340.000        165.657.000 100%          254.974.000                 914.930.000 

2 14 2 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah Provinsi dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam rangka Pengendalian Kuantitas 

Penduduk

Jumlah Unit Pemberi Layanan 

Yang Sudah Tersosialisasi 

Program KKBPK

belum pernah 

dihitung

 153 UNIT           49.999.667          48.384.443 153            50.000.000          39.080.000           153            55.000.000          42.865.357 153            60.500.000          50.242.857 153            66.550.000          59.163.214 153            73.205.000                 262.683.453 

2 14 2 2.01 7 Penyediaan dan Pengembangan Materi 

Pendidikan Kependudukan Jalur 

Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen  Penyediaan  dan 

Pengembangan  Materi  Pendidikan 

Kependudukan  Jalur  Pendidikan  

Formal Sesuai Isu Lokal 

Kabupaten/Kota

belum pernah 

dihitung

1           49.999.667          48.384.443 1            50.000.000          39.080.000 1            55.000.000          42.865.357 1            60.500.000          50.242.857 1            66.550.000          59.163.214 1            73.205.000                 262.683.453 

2 14 2 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian 

Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Data 2  2 

DOKUMEN 

        669.999.699        648.355.557 1            90.000.000          70.344.000               1            99.000.000          77.157.643 1          108.900.000          90.437.143 1          119.790.000        106.493.786             52          181.769.000                 652.246.547 

2 14 2 2.02 3 Penyusunan Profil Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga

Jumlah      Dokumen      Profil      

Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan 

Keluarga

1 50           29.999.878          29.030.741 50            30.000.000          23.448.000 50            33.000.000          31.933.945 50            36.300.000          35.127.339 50            39.930.000          38.640.073 50            43.923.000                   42.504.081 

2 14 2 2.02 9 Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Keluarga

Terlaksananya    Pembinaan    dan    

Pengawasan Penyelenggaraan 

Sistem Informasi Keluarga

30 16           19.999.872          19.353.782 0                             -                           - 0 0                           - 0 0                           - 0 0                           - 1            50.000.000                   48.384.765 



Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
2021 2022 2023 2024 2025 2026  URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

 Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM 

2023Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Baseline 2020 Target Kode Rekening Indikator Baseline 2020 2021 2022 2024 2025 2026

2 14 2 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah   Data   dan   Informasi   

Keluarga   yang Tersedia

1 1         619.999.949        599.971.035 1            60.000.000          46.896.000 1            66.000.000          63.867.890 1            72.600.000          70.254.679 1            79.860.000          77.280.146 1            87.846.000                   85.008.161 

Peningkatan peran dan fungsi keluarga 

dalam pembangunan Daerah, inisiasi 

nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan 

pembinaan karakter

CPR Contraceptive Prevalency 

Rate

(Jumlah PA KB / PUS ) 

*100% 

76  70-76  70-76  70-76  70-76  70-76  70-76 2 14 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Unmet Need ber-KB 1 11%    11.408.316.910     7.634.782.000 10,5%       7.629.163.945     4.808.965.000 10%       8.392.080.340     5.231.915.000 9,6%       9.231.288.373     6.132.351.000 9%     10.154.417.211     7.221.122.000 8,5%     11.169.858.932              8.452.781.000 

Th 2019

13,88

sumber data:

Buku Saku 

Parameter 

Kependudukan

0,11 0,106 0,101 0,097 0,093 0,09

2 14 3 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 

Kearifan Budaya Lokal

Jumlah Balai Penyuluh yang 

terfasilitasi

0,1148  18 BALAI 

PENYULUH 

     7.934.531.270     5.310.022.240 18       2.390.970.650     1.507.123.750             18       2.630.067.715     1.639.675.762 18       2.893.074.487     1.921.871.304             18       3.182.381.935     2.263.090.803             18       3.500.620.129              2.649.091.228 

2 14 3 2.01 1 Advokasi Program KKBPK kepada 

Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Organisasi yang 

Mendapatkan Advokasi Program 

Bangga Kencana (Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana) kepada 

Stakeholders  dan Mitra Kerja

18 18           49.999.970          33.461.454 18            50.000.000          31.516.986 32            55.000.000          34.668.684 32            60.500.000          38.135.553 32            66.550.000          41.949.108 32            73.205.000                   46.144.019 

Komunikasi,    Informasi    dan    Edukasi    

(KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

Jumlah Dokumen Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Program Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga   

Berencana)   Sesuai   Kearifan   

Budaya Lokal

1                            -                           - 1                             -          25.000.000 1            25.000.000                           - 1            25.000.000                           - 1            25.000.000                           - 1            25.000.000                                   - 

2 14 3 2.01 3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE 

Program KKBPK

Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan 

Pendistribusian KIE Program 

Bangga Kencana (Pembangunan   

Keluarga,   Kependudukan,   dan

Keluarga Berencana)

18 18      1.360.690.650        910.614.297 18       1.360.690.650        857.697.352 18       1.496.759.715        943.467.087 18       1.646.435.687     1.037.813.796 18       1.811.079.255     1.141.595.175 18       1.992.187.181              1.255.754.693 

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui 

Media Massa Cetak dan Elektronik serta 

Media Luar Ruang

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE 

Program Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana) Melalui Media Massa 

Cetak dan Elektronik serta Media

Luar Ruang

N/A                            -                           - 18            70.640.000                           - 18            70.640.000                           - 18            70.640.000                           - 18            70.640.000                           - 18            70.640.000                                   - 

Pelaksanaan Mekanisme Operasional 

Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi 

Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi 

Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya 

(Minilok)

Jumlah Laporan Mekanisme 

Operasional Program Bangga 

Kencana (Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana) Melalui Rapat 

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), 

Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), 

dan Mini Lokakarya (Minilok)

0                            -                           - 18          280.800.000                           - 18          234.000.000                           - 18          250.000.000                           - 18          250.000.000                           - 18          250.000.000                                   - 

2 14 3 2.01 7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di 

Balai Penyuluhan KKBPK

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 

Operasional dan Sarana di Balai 

Penyuluhan Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana)

0 18      6.523.840.650     4.365.946.490 18          980.280.000        617.909.412 18       1.078.308.000        679.700.354 18       1.186.138.800        747.670.389 18       1.304.752.680        822.437.428 18       1.435.227.948                 904.681.171 

Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 

Program KKBPK

0 0                            -                           - N/A            40.000.000                           - 18            40.000.000                           - 18            40.000.000                           - 18            40.000.000                           - 18            40.000.000                                   - 

2 14 3 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 

KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Jumlah Balai Penyuluh yang 

terfasilitasi

18  18 BALAI 

PENYULUH 

        939.840.000        628.968.635 18          939.840.000        592.418.474             18       1.033.824.000        644.521.868             18       1.137.206.400        755.446.967             18       1.250.927.040        889.573.137             18       1.376.019.744              1.041.301.741 

2 14 3 2.02 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

Jumlah   Kader   yang   Mengikuti   

Penggerakan

Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

356         939.840.000        628.968.635 356          939.840.000        592.418.474 356       1.033.824.000        644.521.868 356       1.137.206.400        755.446.967 356       1.250.927.040        889.573.137       1.376.019.744              1.041.301.741 

2 14 3 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 

serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah akseptor MKJP yang 

dilayani

2500 

AKSEPTOR

     1.431.545.640        958.032.545 2600 

AKSEPTOR

      3.195.953.295     2.014.536.278 2600 

AKSEPTOR

      3.515.548.625     2.191.715.384  2700 

AKSEPTO

R 

      3.867.103.487     2.568.919.416  2700 

AKSEPTO

R 

      4.253.813.836     3.025.019.362  2800 

AKSEPTO

R 

      4.679.195.219              3.540.976.899 

2 14 3 2.03 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan 

Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 

Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Laporan  Pengendalian 

Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 

Pelayanan KB ke Fasilitas 

Kesehatan Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

0,21 N/A         115.730.000          77.449.928 N/A          115.730.000          72.949.215 18          127.303.000          80.244.136 18          140.033.300          88.268.550 18          154.036.630          97.095.405 18          169.440.293                 106.804.945 

2 14 3 2.03 3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP)

Jumlah    Orang    yang    Mengikuti    

Kesertaan

Penggunaan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP)

2500         149.992.345        100.379.299 2500       1.914.400.000     1.206.722.344 2500       2.105.840.000     1.327.394.578 2500       2.316.424.000     1.460.134.036 2500       2.548.066.400     1.606.147.439 2500       2.802.873.040              1.766.762.183 

2 14 3 2.03 6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan 

KB

Jumlah Unit Sarana Penunjang 

Pelayanan KB

18      1.165.823.295        780.203.318 18       1.165.823.295        734.864.719 18       1.282.405.625        808.351.191 18       1.410.646.187        889.186.310 18       1.551.710.806        978.104.942 18       1.706.881.886              1.075.915.436 

Pembinaan Pelayanan Keluarga 

Berencana dan Kesehatan Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 

Pelayanan Keluarga Berencana  

dan  Kesehatan  Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya

0                            -                           - 0                             -                           - 55            18.600.000                           - 55            18.600.000                           - 55            18.600.000                           - 55            18.600.000                                   - 

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

KKBPK di Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang  

Mengikuti Pelaksanaan dan 

Pengelolaan Program Bangga 

Kencana (Pembangunan  Keluarga, 

Kependudukan,   dan   Keluarga   

Berencana)   di

Kampung KB

0                            -                           - 0                             -                           - 53          914.250.000                           - 53          914.250.000                           - 53          914.250.000                           - 53          914.250.000                                   - 

2 14 3 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran 

Serta Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan 

KB

Jumlah kampung KB yang 

mencapai kategori  Mandiri 

0,21  53 

KAMPUNG 

KB 

     1.102.400.000        737.758.579  53 

KAMPUN

G KB 

      1.102.400.000        694.886.498  53 

KAMPUN

G KB 

      1.212.640.000        756.001.986  53 

KAMPUN

G KB 

      1.333.904.000        886.113.313  53 

KAMPUN

G KB 

      1.467.294.400     1.043.438.698  53 

KAMPUN

G KB 

      1.614.023.840              1.221.411.133 



Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
2021 2022 2023 2024 2025 2026  URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

 Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM  Target  Rp  RPJM 

2023Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Baseline 2020 Target Kode Rekening Indikator Baseline 2020 2021 2022 2024 2025 2026

2 14 3 2.04 3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

KKBPK di Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang  

Mengikuti Pelaksanaan dan 

Pengelolaan Program Bangga 

Kencana (Pembangunan  Keluarga, 

Kependudukan,   dan   Keluarga   

Berencana)   di

Kampung KB

57 57      1.102.400.000        737.758.579 57       1.102.400.000        694.886.498 117       1.212.640.000        756.001.986 117       1.333.904.000        886.113.313 117       1.467.294.400     1.043.438.698 117       1.614.023.840              1.221.411.133 

Peningkatan peran dan fungsi keluarga 

dalam pembangunan Daerah, inisiasi 

nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan 

pembinaan karakter

Persentase 

Usia Kawin 

Pertama 

dibawah 20 

Tahun

Dihitung dan dipublikasi 

oleh 

https://pk.bkkbn.go.id/PK/

Laporan/

16,45 12,15 menurun menurun menurun menurun menurun 2 14 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 

(KS)

Persentase Pembina Keluarga 

Berencana Desa yang berstatus 

mandiri.

3 6,16      2.654.164.905     2.316.338.000 7%       4.416.185.160     2.074.503.000 8%       4.857.803.676     2.275.448.000 9%       5.343.584.044     2.667.062.000 10%       5.877.942.448     3.140.587.000 11%       6.465.736.693              3.676.256.000 

2 14 4 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 

melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga ( BKB, BKR, BKL, PPPKS, 

PIK-R dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga/UPPKS ) yang 

difasilitasi dengan sarana, 

pelatihan dan orientasi teknis. 

6.16  7 UNIT      2.654.164.905     2.316.338.000  7 UNIT       4.416.185.160     2.074.503.000  7 UNIT       4.857.803.676     2.275.448.000  7 UNIT       5.343.584.044     2.667.062.000  7 UNIT       5.877.942.448     3.140.587.000  7 UNIT       6.465.736.693              3.676.256.000 

2 14 4 2.01 2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga ( BKB, BKR, BKL. PPKS, PIK-

R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS ) yang tersedia

20 20         200.000.000        174.543.639 18          200.000.000          93.950.001 18          220.000.000        103.345.001 18          242.000.000        113.679.501 18          266.200.000        125.047.451 18          292.820.000                 137.552.196 

2 14 4 2.01 3  Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan 

Pelatihan Teknis Pengelola 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga  (BKB,  BKR,  BKL,  PPPKS,  

PIK-R  dan

Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

1 374           49.999.900          43.635.822 374            50.000.000          23.487.500 374            55.000.000          25.836.250 374            60.500.000          28.419.875 374            66.550.000          31.261.863 374            73.205.000                   34.388.049 

2 14 4 2.01 4 Orientasi/Pelatihan Teknis 

Pelaksana/Kader Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader yang  Mengikuti 

Orientasi/Pelatihan Teknis 

Pelaksana/Kader Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

748 748         100.000.000          87.271.819 748          100.000.000          46.975.000 748          110.000.000          51.672.501 748          121.000.000          56.839.751 748          133.100.000          62.523.726 748          146.410.000                   68.776.098 

2 14 4 2.01 5 Penyediaan Biaya Operasional bagi 

Pengelola dan Pelaksana (Kader) 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader Pengelola dan 

Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

2920 2920      1.868.685.160     1.630.835.536 2920       3.630.685.160     1.705.514.371 2920       3.993.753.676     1.876.065.808 2920       4.393.129.044     2.063.672.389 2920       4.832.441.948     2.270.039.628 2920       5.315.686.143              2.497.043.591 

2 14 4 2.01 6 Penyediaan Biaya Operasional bagi 

Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 

PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

715 715         260.500.000        227.343.089 715          260.500.000        122.369.876 715          286.550.000        134.606.864 715          315.205.000        148.067.550 715          346.725.500        162.874.305 715          381.398.050                 179.161.736 

2 14 4 2.01 7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok 

Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 

Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan  dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 

PIK-R         dan         Pemberdayaan         

Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

5 5           75.000.000          65.453.864 5            75.000.000          35.231.250 5            82.500.000          38.754.375 5            90.750.000          42.629.813 5            99.825.000          46.892.794 5          109.807.500                   51.582.074 

2 14 4 2.01 8 Promosi dan Sosialisasi Kelompok 

Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, 

Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta 

Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 

Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan  dan Kesejahteraan 

Keluarga (Menjadi Orang Tua 

Hebat, Generasi Berencana, 

Kelanjutusiaan serta Pengelolaan 

Keuangan Keluarga)

1           99.979.845          87.254.230 1          100.000.000          46.975.000 1          110.000.000          51.672.501 1          121.000.000          56.839.751 1          133.100.000          62.523.726 1          146.410.000                   68.776.098 

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas 

pelayanan dasar secara inklusif dan 

berkeadilan gender

persentase 

kegiatan yang 

dilengkapi 

dokumen ARG 

per OPD 

 (∑ ((jumlah kegiatan yang 

dilengkapi ARG/ jumlah 

kegiatan di OPD)*100%)) 

/ jumlah OPD

(Sumber data: dkbpppa)

Belum 

Tersedia

10 15 20 25 30 30 2 8 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 

KELUARGA

Persentase sasaran yang 

pendapatannya meningkat dari 

tahun sebelumnya

N/A         400.000.000        387.079.000 10%     10.000.000.000     7.815.969.000 10%     11.000.000.000        779.369.000 10%     12.100.000.000        830.456.000 10%     13.310.000.000        889.000.000 10%     14.641.000.000                 946.028.000 

2 8 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) 

dan Hak Anak Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah keluarga sasaran yang 

pendapatannya diatas garis 

kemiskinan

 N/A         400.000.000        387.079.000 16     10.000.000.000     7.815.969.000             16     11.000.000.000        779.369.000 16     12.100.000.000        830.456.000 16     13.310.000.000        889.000.000 16     14.641.000.000                 946.028.000 

2 8 04 2.01 3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat 

untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah     Laporan     

Pengembangan     Kegiatan

Masyarakat      untuk      

Peningkatan      Kualitas Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota

16         400.000.000        387.079.000 16     10.000.000.000     7.815.969.000 16     11.000.000.000        779.369.000 16     12.100.000.000        830.456.000 16     13.310.000.000        889.000.000 16     14.641.000.000                 946.028.000 

dr. TITIK ERNAWATI, M.H
Pembina Utama Muda

NIP. 19760903 200701 2 010

Kepala Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Gresik















Lampiran 1 1 0 0 0 0 0 1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 ST T S R SR N/A

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2021 2022 2023 2021 2022 2023 Target Realisasi Capaian (%) Nilai

Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang bersih 
akuntabel dengan 
pelayanan publik yang 
berkualitas berbasis 
pemanfaatan teknologi 
informasi

Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik

Dinas Komunikasi dan 
Informatika

Keputusan Menteri PanRB 
Nomor 13 Tahun 2024 tentang 
Hasil Evaluasi SPBE Pada 
Instansi Pusat dan Pemerintah 
Daerah Tahun 2023

Menguatkan inovasi Daerah 
berlandaskan 
pembangunan kolaboratif di 
semua level pemerintahan

Indeks Inovasi Daerah Bappeda

Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 4001011-6287 
Tahun 2023 Tentang Indeks 
Inovasi Daerah Provinsi, 
Kabupaten, danKota Tahun 
2023

Mewujudkan Pembangunan 
Gresik Baru yang berdaya 
saing

Indeks Kepuasan 
Layanan Infrastruktur

Bappeda

Mewujudkan kelestarian dan 
keselarasan pembangunan 
ekologi yang tangguh dan 
berkelanjutan

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Mewujudkan kesetaraan 
akses pembangunan bagi 
semua golongan

Indeks Pembangunan 
Gender

90,96 91,12 91,86 90,20 90,78 91,39 92,42
91,39 (Th 

2023)
99% ST Dinas KBPPPA BPS Gresik

Indeks Williamson Bappeda

Pertumbuhan PDRB 
sektor Pertanian

BPS

Indeks Pendidikan Bappeda

Indeks Pembangunan 
Kesehatan 
Masyarakat

Dinas Kesehatan

Prevalensi Stunting Dinas Kesehatan

Meningkatnya nilai-nilai 
Keagamaan, Kebudayaan 
dan Toleransi Dalam  
Masyarakat

Indeks Kesalehan 
Sosial

Badan Kesbangpol

Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Cakupan 
Perlindungan Sosial 
Warga Miskin

Dinas Sosial

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN GRESIK

dr. TITIK ERNAWATI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19760903 200701 2 010

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,

Perangkat Daerah Sumber Data

Mewujudkan 
pembangunan Gresik 
Baru yang berdaya 
saing dan 
berkelanjutan

Menguatkan 
pembangunan 
perekonomian Gresik 
Baru yang inklusif

Menguatkan 
pembangunan 
manusia Gresik Baru 
yang berkualitas & 
berkeadilan 
berlandaskan 
akhlakul karimah  

2024
Indikator Kinerja 

Utama

Meningkatkan 
kesejahteraan sosial 
melalui penguatan 
sektor 
ketenagakerjaan

Sasaran

Menurunnya Ketimpangan 
Ekonomi Antar Sektor dan 
Antar Wilayah

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan layanan 
pendidikan & kesehatan

Terserapnya Tenaga Kerja 
Warga Gresik Yang 
Berdampak Pada 
Penanggulangan 
Kemiskinan

Tujuan

Menghadirkan Tata 
Kelola Pemerintahan 
Gresik Baru Yang 
Inovatif, Kolaboratif 
dan Cerdas 

Berdasarkan Good 

and Clean 

Governance

TARGET

2

3

4

5

Misi RPJMD

Menciptakan Tata 
Kelola Pemerintahan 
Yang Bersih, 
Akuntable Serta 
Mewujudkan 
Kepemimpinan Yang 
Inovatif dan Kolaboratif

Membangun 
Infrastruktur Yang 
Berdaya Saing, 
Memakmurkan Desa 
dan Menata Kota

Mewujudkan 
Kemandirian Ekonomi 
yang Seimbang Antar 
Sektor dan Antar 
Wilayah

Membangun Insan 
Gresik Unggul yang 
Cerdas, Mandiri, Sehat 
dan Berakhlakul 
Karimah

Meningkatkan 
Kesejahteraan Sosial 
dengan Menciptakan 
Lapangan Kerja dan 
Menjamin Kebutuhan 
Dasar Masyarakat 
Gresik

No

1



Lampiran 3 8 0 0 0 0 0 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 ST T S R SR N/A
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2021 2022 2023 2021 2022 2023 TARGET REALISASI CAPAIAN

1

DINAS  KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PELINDUNGAN 
ANAK 

Meningkatkan kualitas dan 
aksesibilitas pelayanan dasar 
secara inklusif dan berkeadilan 
gender

Persentase desa yang 
telah mengakomodasi 
usulan perempuan

 jumlah desa yang sudah 
mengakomodasi usulan 
perempuan di musrenbang 
desa / jumlah desa yang 
mengadakan musrenbang 
desa *100%

2% 4% 6% 4,21% 2,25% 6,74% 8% 9,55% 119% ST
BA 
MusrenbangDes

2

DINAS  KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PELINDUNGAN 
ANAK 

Meningkatkan kualitas dan 
aksesibilitas pelayanan dasar 
secara inklusif dan berkeadilan 
gender

Persentase PD yang 
minimal 30% kegiatannya 
dilengkapi dokumen 
Analisa Responsif Gender 
(ARG)

Jumlah PD yang  minimal 
30% kegiatannya dilengkapi 
dokumen Analisa Responsif 
Gender (ARG) /  jumlah PD * 
100%

10% 15% 20% 10,42% 12,73% 19,64% 25% 30,43% 122% ST Hasil Desk ARG

Ada revisi 
realisasi 
indikator 
tahun 2021-
2023 pada 
aplikasi satu 
data gresik 
dikarenakan 
perbedaan 
jumlah 
perangkat 
daerah

3

DINAS  KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BERENCANA

Peningkatan Peran dan Fungsi 
Keluarga dalam 
Pembangunan Daerah, Inisiasi 
Nilai Nilai Luhur Budaya Gresik 
dan Pembinaan Karakter

Total Fertility Rate (TFR)

Banyaknya kelahiran dari 
perempuan umur 15-49 tahun 
selama periode tertentu / 
Jumlah penduduk perempuan 
umur 15-49 tahun pada 
pertengahan periode yang 
sama * 1000

1,9-2 1,9-2 1,9-2 1,89
1,89 (Th. 

2021)
1,89 (Th. 

2021)
1,9-2

1,94 Kelahiran 
(Th. 2023)

98% ST

Buku Saku 
Parameter 
Kependudukan 
yang diterbitkan 
oleh BKKBN 
Provinsi Jawa 
Timur diskontinyu 
sehingga sumber 
datanya diganti 
Aplikasi 
SIPERINDU

4

DINAS  KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BERENCANA

Peningkatan Peran dan Fungsi 
Keluarga dalam 
Pembangunan Daerah, Inisiasi 
Nilai Nilai Luhur Budaya Gresik 
dan Pembinaan Karakter

Contraceptive Prevalency 
Rate (CPR)

Jumlah Peserta Aktif KB / 
Jumlah Pasangan Usia Subur 
*100%

70-76 70-76 70-76 78,42
78,42 (Th. 

2021)
78,42 (Th. 

2021)
70-76 67,78% 97% ST

Buku Saku 
Parameter 
Kependudukan 
yang diterbitkan 
oleh BKKBN 
Provinsi Jawa 
Timur diskontinyu 
sehingga sumber 
datanya diganti 
aplikasi SIGA 
BKKBN

5

DINAS  KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BERENCANA

Peningkatan Peran dan Fungsi 
Keluarga dalam 
Pembangunan Daerah, Inisiasi 
Nilai Nilai Luhur Budaya Gresik 
dan Pembinaan Karakter

Persentase Usia Kawin 
Pertama dibawah 20 
Tahun

Jumlah usia kawin pertama 
dibawah 20 tahun / jumlah 
wanita menurut perkawinan 
pertama * 100%

12,15% 12,15% 12,15% 13,65%
13,65% 

(Th. 
2021)

13,65% 
(Th. 

2021)
12,15% 9,27% 131% ST

Laporan UKP Kab. 
Gresik

6

DINAS  KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PELINDUNGAN 
ANAK 

Mewujudkan Layanan 
Komprehensif untuk 
Kasus Kekerasan Berbasis 
Gender dan Anak Yang 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus

Persentase Kasus 
Kekerasan terhadap 
Perempuan yang 
Mendapat Layanan 
Komprehensif

(jumlah kasus yang mendapat 
layanan komprehensif/ 
jumlah kasus kekerasan 
terhadap perempuan yang 
dilaporkan )*100%

70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Laporan Kegiatan

7

DINAS  KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PELINDUNGAN 
ANAK 

Mewujudkan Layanan 
Komprehensif untuk 
Kasus Kekerasan Berbasis 
Gender dan Anak Yang 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus

Persentase Kasus Anak 
dalam Situasi Khusus 
yang Mendapat Layanan 
Komprehensif

(jumlah kasus anak yang 
mendapat layanan 
komprehensif/ jumlah kasus 
yang dilaporkan )*100%

70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Laporan Kegiatan

KETERANGAN
2024

PERMASALAHAN SOLUSINo PERANGKAT DAERAH URUSAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Formulasi
TARGET REALISASI

NILAI SUMBER DATA



2021 2022 2023 2021 2022 2023 TARGET REALISASI CAPAIAN

KETERANGAN
2024

PERMASALAHAN SOLUSINo PERANGKAT DAERAH URUSAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Formulasi
TARGET REALISASI

NILAI SUMBER DATA

8

DINAS  KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PELINDUNGAN 
ANAK 

Mewujudkan Layanan 
Komprehensif untuk 
Kasus Kekerasan Berbasis 
Gender dan Anak Yang 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus

Tingkat Kematangan 
Layanan sesuai Standar 
SPBE

Tingkat Kematangan 
Kapabilitas Layanan 
merupakan pengukuran 
kemampuan organisasi pada 
suatu layanan dan akan 
digunakan untuk pengukuran 
tingkat kematangan layanan 
SPBE . Tingkat kematangan 
kapabilitas layanan diukur 
dengan 5 (lima) tingkatan 
yaitu :
1. informasi 2. interaksi 3. 
transaksi 4. kolaborasi 5. 
optimum

Level 1 Level 1 Level 2 Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 2 100% ST

Hasil evaluasi 
pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik yang 
diterbitkan oleh 
tim asesor internal 
SPBE

dr. TITIK ERNAWATI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19760903 200701 2 010

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN GRESIK



Lampiran 4 7 2 0 0 0 0 9

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 ST T S R SR N/A

Realisasi Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2024 77,78% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PD K1 K2 K3 K4 TARGET REALISASI
2021 2022 2023 2021 2022 2023 TARGET REALISASI CAPAIAN

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 2
 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN

 Persentase Usulan Perempuan yang Telah 
Diakomodasi dalam Musrenbang, 
Musrenbangdes dan Forum OPD 

 Jumlah Usulan Perempuan yang telah 
diakomodasi/Jumlah seluruh usulan 
perempuan*100% 

Persen N/A 15% 20% N/A 43,28% 23,91% 25% 40% 160% ST

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3
 PROGRAM PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN

Persentase Kasus Kekerasan  Terhadap 
Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan

Jumlah kasus kekerasan yang berhasil 
terminasi / jumlah kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang ditangani *100%

Persen 96% 96% 96% 63,2% 87,50% 88,78% 96% 90,48% 94% ST

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 4
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 
KELUARGA

Persentase sasaran yang pendapatannya 
meningkat dari tahun sebelumnya

Jumlah sasaran yang pendapatannya 
meningkat dari tahun sebelumnya / jumlah 
sasaran *100%

Persen N/A 10% 10% N/A 12,50% 28,00% 10% 9,58% 96% ST

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 5
 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 
DATA GENDER DAN ANAK

Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak 
mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Data Gender dan Anak

Persen 100% 50% - 89,23% 79.84%  - -

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

Tidak ada program ini 
di tahun 2024

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 6
 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 
(PHA)

Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian 
Mandiri Kabupaten Layak Anak

Dihitung oleh sistem dari Kemenpppa Poin 114 poin 120 poin 130 poin 100 poin 111,5 poin 125,5 poin 140 poin 152,65 poin 109% ST

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 7
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS 
ANAK

Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak 
yang Berhasil diselesaikan

Jumlah kasus kekerasan yang berhasil 
terminasi / jumlah kasus kekerasan terhadap 
anak yang ditangani *100%

Persen 100% 100% 100% 82% 83,42 74% 100% 83,77% 84% T

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Persentase Program OPD yang sudah 
terfasilitasi

Jumlah Program OPD yang terfasilitasi / 
Jumlah Program OPD *100%

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88,89% 89% T

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

Ada satu Program OPD 
yang tidak terfasilitasi

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 2
 PROGRAM PENGENDALIAN 
PENDUDUK

Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah 
tersosialisasi Program KKBPK

Jumlah Pemberi Layanan Yang Telah 
Tersosialisasi Program KKBPK / Jumlah 
Pemberi Layanan *100%

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3
 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 
BERENCANA (KB)

Unmet Need ber-KB (Jumlah PUS IAT + TIAL)/ Jumlah PUS*100% Persen 11% 10,50% 10% 10,08% 9,55% 13,02% 9,60% 9,18% 105% ST

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4
 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN KELUARGA 
SEJAHTERA (KS)

 Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa 
yang berstatus mandiri  

 Jumlah Pembina Keluarga Berencana Desa 
Yang Berstatus Mandiri / Jumlah Pembina 
Keluarga Berencana Desa *100% 

Persen 6,16% 7% 8% 27,25% 27,25% 37,08% 9% 10,11% 112% ST

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 
URUSAN KELUARGA BERENCANA 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

dr. TITIK ERNAWATI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19760903 200701 2 010
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Lampiran 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024
Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Target Realisasi Target Realisasi Selisih

2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

25.785.394.977 24.080.429.111,06 1.090.252.756,88  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

3.612.616.000 3.051.243.698,00 561.372.302,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 8 2
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase Usulan Perempuan 
yang Telah Diakomodasi dalam 
Musrenbang, Musrenbangdes dan 
Forum OPD

25% 40% 898.000.000 683.779.010,00 214.220.990,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 8 2 201
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang telah melakukan 
ARG pada minimal 30% Anggarannya

30 Perangkat Daerah 30 Perangkat Daerah 276.000.000 180.428.480,00 95.571.520,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 2 201 3
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan 
PUG termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Mendapat Advokasi Kebijakan dan 
Pendampingan Pelaksanaan 
Pengarustamaan Gender (PUG) 
Termasuk Perencaan Pembangunan 
Responsif Gender (PPRG) 
Kewenangan Kabupaten/Kota

55 Perangkat Daerah 46 Perangkat Daerah 276.000.000 180.428.480,00 95.571.520,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 2 202
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, 
Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi 
Kegiatan Kelompok Perempuan dalam 
APBDes

45 Desa 34 Desa 230.000.000 220.071.500,00 9.928.500,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 2 202 2
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 
Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan 
Ekonomi

Jumlah Organisasi Masyarakat yang 
Mendapat Advokasi dan 
Pendampingan Kebijakan Peningkatan 
Partisipasi Perempuan di Bidang 
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 
Kewenangan Kabupaten/Kota

17 Organisasi 17 Organisasi 230.000.000 220.071.500,00 9.928.500,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 8 2 203
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga / kelompok 
masyarakat yang difasilitasi

10 Lembaga 3 Lembaga 392.000.000 283.279.030,00 108.720.970,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 2 203 2
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Lembaga 
Penyedia Layanan Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang Mendapat 
Peningkatan Kapasitas

675 Orang 675 Orang 392.000.000 283.279.030,00 108.720.970,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Persentase Kasus Kekerasan 
Terhadap Perempuan Yang 
Berhasil Diselesaikan

96% 89,94% 353.379.000 275.148.470,00 78.230.530,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3 201
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang telah berkoordinasi 
dan melakukan sinkronisasi dalam 
melakukan pencegahan kekerasan

30 OPD 30 OPD 50.750.000 47.525.500,00 3.224.500,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3 201 1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 
Program dan Kegiatan Pencegahan 
Kekerasan Terhadap Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 50.750.000 47.525.500,00 3.224.500,00
Kab Gresik, Kebomas, 
Kembangan

DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3 202
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 
Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan 
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap 
Perempuan Yang Berhasil diselesaikan

115 Kasus 152 Kasus 199.544.000 167.665.670,00 31.878.330,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3 202 1
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi 
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 
Tingkat Kabupaten/Kota yang 
Mendapatkan Layanan Pengaduan

100 Orang 100 Orang 92.305.000 62.394.370,00 29.910.630,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3 202 2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan 
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Tindak Lanjut 
Pengaduan yang Memerlukan 
Koordinasi dan Sinkronisasi bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

100 Layanan 68 Layanan 107.239.000 105.271.300,00 1.967.700,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 8 3 203
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga / kelompok 
masyarakat yang difasilitasi

10 Lembaga 10 Lembaga 103.085.000 59.957.300,00 43.127.700,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3 203 2
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan 
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Manusia 
Lembaga Penyedia Layanan 
Penanganan bagi Perempuan Korban 
Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang Mendapat 
Peningkatan Kapasitas

675 Orang 40 Orang 27.420.000 26.536.300,00 883.700,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 3 203 3
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan 
dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan dalam Situasi 
Darurat dan Kondisi Khusus 
Kewenangan Kabupaten/Kota yang 
Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan 
Spesifik

100 Orang 66 Orang 75.665.000 33.421.000,00 42.244.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase sasaran yang 
pendapatannya meningkat dari 
tahun sebelumnya

10% 9,58% 1.500.000.000 1.356.237.716,00 143.762.284,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 8 4 201
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah keluarga sasaran yang 
pendapatannya diatas garis 
kemiskinan

16 Orang 23 Orang 1.500.000.000 1.356.237.716,00 143.762.284,00  Kab Gresik
 DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 4 201 3
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk 
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan 
Kegiatan Masyarakat untuk 
Peningkatan Kualitas Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota

16 Dokumen 8 Dokumen 1.500.000.000 1.356.237.716,00 143.762.284,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Nilai Klaster Kelembagaan pada 
Penilaian Mandiri Kabupaten 
Layak Anak

140 Poin 152,65 Poin 430.468.000 367.244.005,00 63.223.995,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 8 6 201
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Indikator KLA yang telah 
ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan 
/ Lembaga Masyarakat

8 Indikator 7 Indikator 152.021.000 128.831.905,00 23.189.095,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 8 6 201 1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan 
Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 
yang Mendapat Advokasi Kebijakan 
dan Pendampingan Pemenuhan Hak 
Anak pada Organisasi Pemerintah, 
Non Pemerintah, Media dan Dunia 
Usaha

82 Organisasi 82 Organisasi 152.021.000 128.831.905,00 23.189.095,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 6 202
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang 
Sudah Diselenggarakan

7 Jenis 7 Jenis 278.447.000 238.412.100,00 40.034.900,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 6 202 3

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga 
Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota

7 Dokumen 7 Dokumen 278.447.000 238.412.100,00 40.034.900,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Persentase Kasus Kekerasan 
Terhadap Anak Yang Berhasil 
Diselesaikan

100% 83,77% 430.769.000 368.834.497,00 61.934.503,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 8 7 201
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang telah berkoordinasi 
dan melakukan sinkronisasi dalam 
melakukan pencegahan kekerasan

30 OPD 30 OPD 50.750.000 48.047.500,00 2.702.500,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 7 201 4
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah 
dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan 
pencegahan KTA

Jumlah SDM yang memperoleh 
advokasi dan Pendampingan dalam 
pelaksanaan kebijakan 
/program/kegiatan pencegahan KTA

17 Orang 17 Orang 50.750.000 48.047.500,00 2.702.500,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 7 202
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi 
Khusus Yang Berhasil Diselesaikan

80 Kasus 191 Kasus 338.419.000 279.186.997,00 59.232.003,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 7 202 5
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi 
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah AMPK yang mendapatkan 
layanan pengaduan

100 Orang 128 Orang 210.178.000 151.391.934,00 58.786.066,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 8 7 202 6 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Jumlah AMPK yang mendapatkan 
layanan

100 Orang 100 Orang 128.241.000 127.795.063,00 445.937,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 7 203
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 
bagi anak yang mendapatkan 
peningkatan kapasitas

2 Lembaga 2 Lembaga 41.600.000 41.600.000,00 0,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 8 7 203 6
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia 
layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK 
tingkat daerah kabupaten

Jumlah SDM Penyedia Layanan yang 
terlatih dan mendapatkan sertifikat 
Perlindungan dan Penanganan AMPK

5 Orang 40 Orang 41.600.000 41.600.000,00 0,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA

22.172.778.977 21.029.185.413,06 528.880.454,88  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Program OPD yang 
sudah terfasilitasi

100% 89% 6.481.033.997 6.162.760.411,06 318.273.585,94  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 201
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

1 Dokumen 1 Dokumen 35.950.380 24.923.466,00 11.026.914,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 201 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 10.890.000 8.232.200,00 2.657.800,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 201 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

12 Dokumen 12 Dokumen 25.060.380 16.691.266,00 8.369.114,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 14 1 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah bulan gaji dan Tambahan 
Penghasilan PNS yang terbayar

12 Bulan 12 Bulan 4.066.998.946 3.917.264.467,06 149.734.478,94  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 202 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN

26 Orang 23 Orang 4.066.998.946 3.917.264.467,06 149.734.478,94  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah komponen instansi listrik dan 
peralatan serta perlengkapan kantor / 
rumah tangga yang terpenuhi

30 Jenis 30 Jenis 270.167.308 220.417.664,00 49.749.644,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 206 1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan

15 Paket 15 Paket 2.938.375 2.823.500,00 114.875,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 206 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan

10 Paket 10 Paket 136.726.153 136.448.300,00 277.853,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 206 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan

8 Paket 8 Paket 6.378.780 4.111.000,00 2.267.780,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 206 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

600 Laporan 600 Laporan 124.124.000 77.034.864,00 47.089.136,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 208
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Jumlah Jasa Operasional yang tersedia 46 Orang 46 Orang 1.861.674.000 1.820.339.164,00 41.334.836,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 14 1 208 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan

3 Laporan 3 Laporan 143.916.000 107.995.304,00 35.920.696,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 208 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan

43 Laporan 43 Laporan 1.717.758.000 1.712.343.860,00 5.414.140,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 209
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah fasilitas pemeliharaan yang 
tersedia

4 Jenis 4 Jenis 246.243.363 179.815.650,00 66.427.713,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 209 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1 Unit 1 Unit 76.083.000 53.820.500,00 22.262.500,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 209 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan Perizinannya

30 Unit 30 Unit 86.930.000 81.550.150,00 5.379.850,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 209 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 0 34.155.363 0,00 34.155.363,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 1 209 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

5 Unit 5 Unit 49.075.000 44.445.000,00 4.630.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Persentase Unit Pemberi Layanan 
yang Telah tersosialisasi Program 
KKBPK

100% 100% 461.400.000 399.786.109,00 61.613.891,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 14 2 201

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian 
Kuantitas Penduduk

Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang 
Sudah Tersosialisasi Program KKBPK

153 Unit 504 Unit 112.200.000 69.660.500,00 42.539.500,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 2 201 7
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan 
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu 
Lokal Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penyediaan dan 
Pengembangan Materi Pendidikan 
Kependudukan Jalur Pendidikan 
Formal Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 32.200.000 3.110.000,00 29.090.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 2 201 23
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga 
Kencana

Jumlah Laporan Rapat Pengendalian 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana)

4 Kegiatan 4 Kegiatan 80.000.000 66.550.500,00 13.449.500,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 2 202
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen 1 Dokumen 349.200.000 330.125.609,00 19.074.391,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 2 202 9
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Keluarga

Jumlah Laporan Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Keluarga

18 Laporan 18 Laporan 60.000.000 47.725.609,00 12.274.391,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 2 202 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Jumlah Laporan Pencatatan dan 
Pengumpulan Data Keluarga

18 Laporan 18 Laporan 75.600.000 70.300.000,00 5.300.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 2 202 13
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian 
Lapangan dan Pelayanan KB

Jumlah Dokumen Pengolahan dan 
Pelaporan Data Pengendalian 
Lapangan dan Pelayanan KB

12 Dokumen 12 Dokumen 213.600.000 212.100.000,00 1.500.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 
(KB)

Unmet Need ber-KB 9,6% 9,18% 6.037.045.000 5.366.881.193,00 670.163.807,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 14 3 201
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai 
Kearifan Budaya Lokal

Jumlah Balai Penyuluh yang 
terfasilitasi

18 Balai Penyuluh 18 Balai Penyuluh 1.173.000.000 1.095.085.293,00 77.914.707,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 201 10
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 
Penyuluhan Bangga Kencana

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 
Operasional dan Sarana di Balai 
Penyuluhan Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana)

18 Laporan 18 Laporan 603.000.000 580.719.886,00 22.280.114,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 201 11

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program 
Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan Mekanisme 
Operasional Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) Melalui Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), Rapat 
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini 
Lokakarya (Minilok)

18 Laporan 18 Laporan 270.000.000 268.503.197,00 1.496.803,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 201 12
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui 
Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar 
Ruang

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) Melalui Media Massa 
Cetak dan Elektronik serta Media Luar 
Ruang

18 Dokumen 18 Dokumen 100.000.000 62.027.910,00 37.972.090,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 201 14
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja 
advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan 
Advokasi Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) kepada Stakeholders dan 
Mitra Kerja

32 Organisasi 32 Organisasi 200.000.000 183.834.300,00 16.165.700,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 202
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB)

Jumlah Balai Penyuluh yang 
terfasilitasi

18 Balai Penyuluh 18 Balai Penyuluh 1.569.840.000 1.478.540.000,00 91.300.000,00  Kab Gresik

2 14 3 202 4
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan 
(IMP)

Jumlah Kader yang Mengikuti 
Penggerakan Kader Institusi 
Masyarakat Pedesaan (IMP)

356 Orang 712 Orang 939.840.000 848.540.000,00 91.300.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 14 3 202 6

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, 
Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga 
Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ 
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 
(PKB/PLKB)

Jumlah Laporan Hasil Penguatan 
Pelaksanaan Penyuluhan, 
Penggerakan, Pelayanan dan 
Pengembangan Program Bangga 
Kencana (Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) untuk Petugas Keluarga 
Berencana/Penyuluh Lapangan 
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

18 Laporan 18 Laporan 630.000.000 630.000.000,00 0,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 203
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat 
dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan 
KB di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah akseptor MKJP yang dilayani 2700 Akseptor 5019 Akseptor 2.575.155.000 2.105.913.300,00 469.241.700,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 203 3
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Kesertaan Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

2500 Orang 5019 Orang 1.266.253.000 824.493.300,00 441.759.700,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 203 6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Jumlah Unit Sarana Penunjang 
Pelayanan KB

18 Unit 18 Unit 1.308.902.000 1.281.420.000,00 27.482.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 204

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Kampung KB yg berkontribusi 
terhadap pembangunan di wilayahnya

53 Kampung KB 356 Kampung KB 719.050.000 687.342.600,00 31.707.400,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 204 2 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 
Pembangunan Lintas Sektor di 
Kampung KB

166 Dokumen 356 Dokumen 17.250.000 10.000.000,00 7.250.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 3 204 6
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga 
Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Jumlah Kampung KB yang Mengikuti 
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 
Bangga Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) di Kampung KB

117 Desa 120 Desa 701.800.000 677.342.600,00 24.457.400,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 14 4
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase Pembina Keluarga 
Berencana Desa yang berstatus 
mandiri

9% 10,11% 9.193.299.980 9.099.757.700,00 93.542.280,00  Kab Gresik

DINAS KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4 201
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB, 
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS ) yang difasilitasi 
dengan sarana, pelatihan dan orientasi 
teknis

7 Kelompok 7 Kelompok 2.830.299.980 2.740.487.700,00 89.812.280,00  Kab Gresik
 DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4 201 8

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi 
Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, 
Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan 
Keluarga)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 
Sosialisasi Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, 
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan 
serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

5 Laporan 5 Laporan 98.190.000 95.940.000,00 2.250.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4 201 16
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Jumlah laporan hasil pengelolaan 
Ketahanan Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

5 Laporan 5 Laporan 48.000.000 16.595.600,00 31.404.400,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4 201 18

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA)

Jumlah Unit Sarana Kelompok 
Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA) yang tersedia

18 Unit 18 Unit 300.000.000 297.920.000,00 2.080.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4 201 24

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan 
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana 
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R 
dan Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor (UPPKA) yang 
mendapat biaya operasional kegiatan

2920 Orang 2920 Orang 2.282.688.000 2.255.307.600,00 27.380.400,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4 201 26

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok 
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA) yang mendapat 
biaya operasional kegiatan

715 Kelompok 715 Kelompok 101.421.980 74.724.500,00 26.697.480,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Target Realisasi Target Realisasi Selisih

Perangkat Daerah Penanggung 
Jawab

No Rekening
Kinerja 2024 APBD 2024Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan
Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi

2 14 4 202

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 
dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah desa dan kelurahan yang 
terfasilitasi TPK dan akses internet 
mobile

356 Desa/Kelurahan 356 Desa/Kelurahan 6.363.000.000 6.359.270.000,00 3.730.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4 202 5
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko 
Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Cakupan Pemantauan Data dan 
Informasi Keluarga Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, 
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

18 Laporan 18 Laporan 3.030.000.000 3.029.900.000,00 100.000,00  Kab Gresik
DINAS KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 14 4 202 6
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu 
Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Jumlah Ketahanan Dokumen Keluarga 
Hasil Melalui Pengelolaan Pusat 
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

18 Laporan 18 Laporan 3.333.000.000 3.329.370.000,00 3.630.000,00  Kab Gresik
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